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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kabupaten Pandeglang sudah memiliki beberapa BUMD
yang berkembang sejak tahun 2010 salah satunya yakni
Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9
Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah
Pandeglang Berkah Maju, UU Nomor No 32 Tahun 2004 tentang
pemerintah daerah bahwa Badan Usaha Milik Daerah tersebut
berbentuk Perusahaan Daerah, setelah dikeluarkannya UU
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang
mengamanatkan pada setiap Badan Usaha Milik Daerah utuk
dapat melakukan penyesuaian dalam jangka waktu 3 tahun,
apakah tetap berbentuk perusahaan daerah atau perseroan
daerah.

Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang
didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962
yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian
merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika
ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.
Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi yuridis
bahwa Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju harus
berubah bentuk menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) atau
Perseroan Umum Daerah (Perumda).

Sehingga PD. PBM Kabupaten Pandeglang harus
disesuaikan menjadi Perseroan Umum Daerah Pandeglang
Berkah Maju berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan
bahwa paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diundangkan maka
harus menyesuaikan ketentuan yang ada dalam undang-undang

tersebut, namun sudah 5 (lima) tahun semenjak diundangkan



undang-undang tersebut Kabupaten Pandeglang belum
menyesuaikan sesuai amanat yang terkandung dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Selain itu, penyesuaian bentuk badan hukum yang dipilih
yaitu Perseroan Daerah (Perseroda) karena modal Perusahaan
Daerah Pandeglang Berkah Maju untuk seluruhnya atau untuk
sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan
tujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan ekonomi
daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional
umumnya serta penunjang Pendapatan Asli Daerah dalam
rangka memenuhi kebutuhan rakyat untuk menuju masyarakat
yang adil dan makmur sesuai Pasal 7 Peraturan Daerah
Pandeglang tentang Pembentukan Perusahaan  Daerah
Pandeglang Berkah Maju.

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun
2010 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pandeglang
Berkah Maju sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum
saat ini. Sehingga harus dicabut dan diganti oleh peraturan
daerah yang baru.

Penyesuaian badan hukum yang semula Perusahaan
Daerah Pandeglang Berkah Maju menjadi Pembentukan
Perseroan Daerah Pandeglang Berkah Maju diharapkan akan
berdampak pada peningkatan pelaksanakan pembangunan
ekonomi Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi
nasional umumnya serta penunjang Pendapatan Asli Daerah
dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat untuk menuju
masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu, melalui
perubahan status badan hukum diharapkan permasalahan
yang selama ini dihadapi Perusahaan Daerah Pandeglang
Berkah maju dapat diselesaikan.

Maka berdasarkan dari paparan tersebut, perlu dibentuk
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pandeglang tentang Pembentukan Perseroan Daerah Pandeglang

Berkah Maju. Penyusunan naskah akademik sebagaimana yang



diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah dalam Naskah Akademik Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Pembentukan

Perseroan Daerah Pandeglang Berkah Maju mencakup 4 (empat)

pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1) Bagaimanakah menyusun peraturan mengenai Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang
Pembentukan Perseroan Daerah Pandeglang Berkah Maju?

2) Mengapa harus ada pengaturan terkait Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Pembentukan
Perseroan Daerah Pandeglang Berkah Maju?

3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis,
sosiologis, yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Pembentukan
Perseroan Daerah Pandeglang Berkah Maju?

4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup
pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang

Pembentukan Perseroan Daerah Pandeglang Berkah Maju?

Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah
Akademik

1. Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang
dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang
Pembentukan Perseroan Daerah Pandeglang Berkah Maju

dirumuskan sebagai berikut:
1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi mengenai
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang

tentang Pembentukan = Perseroan Daerah Pandeglang



Berkah Maju, serta cara-cara mengatasi permasalahan
tersebut.

2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai
alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pandeglang tentang Pembentukan Perseroan
Daerah Pandeglang Berkah Maju.

3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis,
sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Pembentukan
Perseroan Daerah Pandeglang Berkah Maju.

4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang
lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan
dalam  Rancangan Peraturan Daerah  Kabupaten
Pandeglang tentang Pembentukan  Perseroan Daerah

Pandeglang Berkah Maju.

2. Kegunaan

Sementara itu, kegunaan dari Naskah Akademik
Raperda Kabupaten Pandeglang tentang Pembentukan
Perseroan Daerah Pandeglang Berkah Maju dijadikan sebagai
acuan atau referensi awal penyusunan dan pembahasan
Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Pandeglang untuk
diajukan kepada Bupati Pandeglang, sehingga dapat masuk
dalam program pembentukan peraturan daerah dan dibahas
bersama antara DPRD Kabupaten Pandeglang dengan
Pemerintah Daerah terkait dengan Raperda sampai dengan

disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Metode

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang
berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara
metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai
dengan metode atau cara-cara tertentu, sistematis adalah
berdasarkan suatu sistem, sedangkan komitmen berarti tidak

adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka



tertentu.! Dalam penyusunan penelitian ini digunakan metode
sebagai berikut :

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah
metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.
Pendekatan yuridis normatif mengacu kepada norma-norma
hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan
dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum
yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat
sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara
hierarki. Hans Kelsen memberikan ulasan tentang keteraturan
dalam kehidupan bermasyarakat yang hanya dapat dicapai
melalui pranata hukum untuk dipatuhi bersama, antara lain
apa saja yang dapat dilakukan dan apa saja yang tidak boleh
dilakukan.2

Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian
deskriptif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat
deskriptif analitis, analitis data yang dipergunakan adalah
pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.
Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif,
yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk
menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan
rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang
menjadi objek kajian.3

Cara pendekatan (approach) yang digunakan dalam suatu
penelitian normatif memungkinkan seorang peneliti untuk
memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empris dan ilmu-
ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi
hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu
normatif.# Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 macam
pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute

approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan

! Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, him. 42.

2Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2007,
him. 49.

3Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. him. 107.

4Johnny lbrahim, Op. Cit, him. 300.



undang-undang (statute aproach) adalah pendekatan dengan

menelaah undang-undang yang bersangkut paut dengan isu

hukum yang sedang ditangani.> Sedangkan (case approach)
adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan
telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang
dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap.®

Metode penyusunan naskah akademik mengacu kepada

Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu metode

yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini

sebagaimana metode yang digunakan dalam melakukan
penelitian atau kajian hukum.

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang
mempunyai otoritas (autoritatif) Bahan hukum tersebut
terdiri atas : (a) peraturan perundang-undangan; (b) catatan
resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan
perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang
diperlukan dalam pembuat suatu rancangan peraturan
perundang-undangan dan/atau peraturan daerah; dan (c)
putusan hakim.” Bahan hukum primer yang digunakan
dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

24,

% Zainudin Ali, Op. Cit. 2011. him 105.
¢ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, him.

7 Zainuddin Ali, M, Op.Cit, hlm.105.



4. Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota
Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota
Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis,
Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan
Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun
2010 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah
Pandeglang Berkah Maju;

10. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang
berkaitan dengan naskah akademik.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku,
rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil
karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya
adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan
seterusnya.

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh baik
dari penelitian pustaka (library research) maupun penelitian
lapangan (field research), analisis dapat dilakukan secara
kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif biasanya dilakukan

dengan statistik secara parametrik dan non-para-metrik.8

35

8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2009. him.



Teknik atau metode yang digunakan dalam menganalisis
data adalah deskriptif kualitatif. Yakni data yang sudah
terkumpul oleh peneliti dari hasil penelitian dan kemudian
dianalisis secara kualitatif, yaitu dimana suatu cara yang
menghasilkan data deskriptif-analisatis, yaitu apa yang
dinyatakan secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang
nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. °

Hal-hal yang terkait dengan aspek ilmu hukum secara
dogmatik, selanjutnya dianalisis berdasarkan bahan hukum
yang ada data yang sudah terkumpul oleh peneliti dari hasil
penelitian dan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu
dimana suatu cara yang menghasilkan data deskriptif-analisatis,
yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan juga
perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai
sesuatu yang utuh.10

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Naskah
Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian
hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah
tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi
terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sistematika penyusunan naskah akademik berdasarkan
lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai
berikut:

JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

® Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Raja Grafindo Persada.
Jakarta. 2007. him. 14.
19Sperjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Op.,Cit. 2007. him. 14.
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BAB 11
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Pengertian Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Daerah merupakan badan usaha
yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya
sebagain besar/ seluruhnya adalah milik pemerintah daerah.
BUMN dan BUMD dalam sebuah welfare state memegang
peran yang sangat strategis yang bertugas menjalankan tugas
fungsi ganda sebagai agen of depelovment dan social function
untuk mensejahterakan masyarakatnya.!!

Pengertian di atas menunjukkan BUMD berusaha dalam
aktivitas yang mempunyai sifat bisnis, yang menyangkut ide
investasi dan keuntungan dengan memasarkan produk yang
dihasilkan berupa barang/jasa. BUMD merupakan wujud
nyata dari investasi negara dalam dunia usaha, tujuannya
adalah untuk mendorong dan mengembangkan aktivitas
perekonomian nasional/daerah. Artinya BUMD merupakan
bagian dari aktivitas perekonomian yang memiliki fungsi
untuk menunjang keuangan negara dan memberikan
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang
usahanya. BUMD mempunyai dua dimensi yaitu dimensi
publik dan dimensi badan usaha (enterprise). Dimensi publik
sebuah badan wusaha akan ditentukan oleh pemilikan
(ownership) dan oleh pengawasan dari pemerintah yaitu
sejauh mana keputusan intern dapat dilakukan oleh
pimpinan perusahaan.!2

Pengertian di atas menunjukkan BUMD merupakan

organisasi yang mempunyai dua dimensi. Sebagai badan

11 Erwiansyahbana, Pertanggungjawaban Yuridis Direksi Terhadap Risiko Kerugian Keuangan
Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah. Jurnal De Lega Lata. Nomor 1, 2017. him. 185.
12 Andriyanto, W.A.. Penilaian Tingkat Kinerja BUMD. Rineka Cipta. Jakarta. 1998. him. 44,



usaha ia harus menghasilkan keuntungan, tumbuh dan selalu
menjaga kelangsungan usahanya. Sebagai alat kebijakan
pemerintah ia mempunyai tujuan yang berorientasi
kepentingan masyarakat.
BUMD memiliki dimensi publik yaitu :
a. Tujuan yang berorientasi kepentingan masyarakat (public
purpose).

Perbedaan konseptual antara BUMD dengan
perusahaan swasta terletak pada definisi public purpose
atau berorientasi pada kepentingan publik. Pada
perusahaan swasta sasaran perusahaan ditentukan di
dalam perusahaan oleh pimpinan/pemilik untuk mencapai
hasil yang optimal sesuai dengan kepentingan mereka.
Dampak terhadap masyarakat berada di luar kepentingan
mereka. Sasaran BUMD ditetapkan berdasarkan tujuan
dasar negara yang ditetapkan sebagai public purpose. Ini
berarti tujuan BUMD merupakan bagian dari tujuan
pembangunan nasional.

b. Pemilikan oleh Derah (public ownership)

Public ownership menyatakan adanya pemilikan
perusahaan oleh pemerintah. Pemilikan saham dapat
secara langsung/tidak langsung melalui pemilikan saham
dalam hal perseroan daerah sebesar 51% dari modal
saham atau lebih. Hal ini untuk menjamin pengawasan
dari pemerintah atas perusahaan. Pemilikan di bawah 51%
dari modal saham hanya akan membawa penagruh besar
atas perusahaan apabila pemerintah melengkapi pemilikan
tersebut dengan pengawasan ketat.

c. Pengawasan Public (public control)

Public control adalah pengawasan atas pelaksanaan
top manajeman yang meliputi keputusan investasi, modal,
penetapan harga, kebijakan upah, corporate plan, dan
pengangkatan direksi. Implikasi lebih jauh dari public
control adalah publik manajemen. Implikasi public control

dan publik manajemen adalah public accountability yang
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merupakan fenomena kompleks yang meliputi evaluasi
kinerja atas berbagai tujuan multi dimensi dan ketepatan
dari tindakan manajerial. BUMD bertanggung jawab
kepada berbagai pengawasan dan kepentingan!3.

Adapun tujuan BUMD adalah sebagai berikut:

a. Guna efisiensi ekonomi yang meliputi alokasi teknologi
dan manajerial.

b. Kemampuan memperoleh laba, yang merupakan sumber
pendapatan negara berupa pajak penghasilan atas laba
yang diperoleh BUMN dan bagian laba yang diterima
pemerintah sebagai pemilik. Meningkatkan kemampuan
laba adalah penting bagi BUMN karena menjadi sumber
dana intern juga merupakan sumber pendapatan
pemerintah.

c. Distribusi pendapatan, merupakan alat pemerintah untuk
mengadakan distribusi pendapatan melalui kebijksanaan
harga di bawah rata-rata atau dengan keputusan investasi
yang mengabaikan economies of scale untuk
meningkatkan pendapatan riil golongan tertentu.

d. Tujuan bersifat makro, sebagai alat kebijaksanaan
pemerintah mempunyai tujuan yang bersifat agregat,
antara lain untuk memperluas kesempatan kerja,
memperbaiki neraca pembayaran, menekan inflasi dan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi.l4

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa tujuan BUMD
adalah untuk menunjang perkembangan ekonomi; mencapai
pemerataan secara horizontal dan vertikal melalui perintisan
usaha dan pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah
dan koperasi; menjaga stabilitas dengan menyediakan
persediaan barang yang cukup terutama menyangkut hajat
hidup orang banyak; mencapai efisiensi teknik agar dapat

menjual dengan harga yang terjangkau tanpa mengurangi

13 Sri Maemunah. Op.Cit. him. 75
14 1bid. him. 76.
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mutu dan kemampuan memupuk dana dari keuntungan dan
menunjang terselenggaranya rencana pembangunan.

Tujuan BUMD selalu terdiri dari tujuan sosial dan
tujuan komersial. Sebaiknya tujuan sosial dibedakan dari
tujuan komersial, untuk tujuan sosial pemerintah memberi
subsidi sedang tujuan komersial dibayar oleh
konsumen.Turut campur tangan pemerintah  dalam
perekonomian dalam bentuk BUMD, secara ekonomis
merupakan tindakan untuk mengatasi kegagalan mekanisme
pasar dalam distribusi sumber daya secara optimal, yang
berarti pula mengatasi adanya kegagalan mekanisme pasar
dalam mencapai nilai ekonomis yang optimal atas sumber
daya.

BUMD dalam hal ini, tidaklah jauh berbeda dengan
tujuan BUMN, yang bertujuan menunjang perkembangan
ekonomi, mencapai pemerataan secara horizontal dan vertikal
bagi masyarakat, menyediakan persediaan barang yang cukup
bagi hajat hidup orang banyak, mampu untuk memupuk
keuntungan sebesar-besarnya dan menunjang
terselenggaranya rencana pembangunan. Hanya
perbedaannya terletak pada kepemilikan yaitu dalam konteks
negara dan daerah. Salah satu BUMD yang mengemban
amanat dan peran strategis di daerah adalah Perusahaan
Daerah Pandeglang Berkah Maju. Yang berfungsi melayani
kebutuhan hajat hidup orang banyak dan sekaligus menggali
dana masyarakat melalui perolehan keuntungan dari
usahanya untuk digunakan kembali dalam membangun
sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan
bahwa Badan Usaha Milik Daerah adalah satu kesatuan
produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan
kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan. Tujuan
perusahaan/perseroan daerah adalah untuk turut serta
dalam pelaksanaan pembangunan daerah khususnya dan

pembangunan ekonomi nasional umumnya, untuk memenuhi
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kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan
ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan,
menuju masyarakat adil dan makmur.

Keterkaitan BUMD dengan kajian Hukum Administrasi
Negara terletak pada adanya pengaturan kegiatan atau
aktivitas BUMD dalam peraturan Perundang-undangan baik
Peraturan Daerah maupun Peraturan Pemerintah, dalam
rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan BUMD
tersebut.

Hukum administrasi negara adalah peraturan hukum
yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga
negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara
itu berfungsi. Hukum administrasi negara sebagai suatu
keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara
sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk
memenuhi tugasnya.®

Pengertian di atas menunjukkan bahwa hukum
administrasi negara adalah hukum yang menguji hubungan
hukum istinewa yang diadakan, akan kemungkinan para
pejabat melakukan tugas mereka yang khusus, sebagai suatu
aturan yang harus diperhatikan oleh para pengusaha yang
diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.

Istilah hukum administrasi negara adalah terjemahan
dari istilah Administrasi recht, yaitu hukum yang mengatur
tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan
dalam negara dengan warga masyarakat, sebagai suatu
gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan
yang tinggi maupun yang rendah apabila badan-badan itu
menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh
Hukum administrasi Negara.16

Pengertian di atas menunjukkan bahwa Hukum

Administrasi Negara adalah hukum mengenai seluk-beluk

15 R. Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. PT Raja Grafindo Persada Jakarta. 2001.

him 67.

16 Prajudi Admosudirjo. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1988.him 12.
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administrasi negara dan hukum operasional hasil ciptaan
administrasi negara sendiri di dalam rangka memperlancar
penyelenggaraan dari segala apa yang dikehendaki dan
menjadi keputusan pemerintah di dalam rangka pelaksanaan
tugas. Artinya setiap pelaksanaan pekerjaan atau tugas di
dalam suatu organisasi pemerintahan maupun organisasi
publik (termasuk BUMD) harus didasarkan pada peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

2. Perseroan Secara Umum

Perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan
atau organisasi usaha. Sedangkan Perseroan Terbatas adalah
salah satu bentuk organisasi usaha yang ada dan dikenal
dalam sistem hukum dagang di Indonesia.l”

Perseroan adalah badan hukum, yang berarti perseroan
merupakan subjek hukum di mana perseroan sebagai sebuah
badan yang dapat di bebani hak dan kewajiban seperti halnya
manusia pada umumnya. Oleh karena itu sebagai badan
hukum, Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan sendiri
yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Dalam
melakukan kegiatan yang dilihat jangan perbuatan
pengurusnya atau pejabatnya, tetapi yang harus dilihat
adalah adalah Perseroannya, karena yang bertanggung jawab
adalah Perseroan. Dalam hal ini tanggung jawab Perseroan
Terbatas diwakili oleh Direksinya.!8

Mengenai modal dasar Perseroan yang disebutkan
terbagi dalam saham, bahwa dari kata terbagi dapat diketahui
modal Perseroan tidak satu atau dengan kata lain tidak
berasal dari satu orang, melainkan modalnya dipecah menjadi
beberapa atau sejumlah saham. Mengapa demikian, karena
hal itu dalam hubugannya dengan pendirian Perseroan
berdasarkan perjanjian yang berarti modal Perseroan harus

dimiliki beberapa orang. Dengan demikian dalam suatu

179 I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. Edisi Revisi. Cetakan Ke 6,
Kesain Blanc. Jakarta. 2006. him. 1.
18 Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru. Djambatan. Jakarta. 1996. him. 2.



Perseroan pasti terdapat sejumlah pemegang saham. Para
pemegang saham pada prinsipnya hanya bertanggung jawab
senilai saham yang dimasukkannya dalam Perseroan. 19

Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia
berdasar pada undang-undang, diberi status sebagai
pendukung hak dan kewajiban, seperti manusia. Ciri-ciri dari
sebuah badan hukum adalah :20
a. memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan

orangorang yang menjalan dari kegiatan badan hukum
tersebut;

b. memiliki hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang
menjalankan kegiatan badan hukum tersebut;

c. memiliki tujuan tertentu;

d. berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti
keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu,
karena hak-hak dan kewajibannya tetap ada meskipun
orang-orang yang menjalankannya berganti.

Menurut ketentuan undang-undang, eksistensi badan
hukum di indonesia di klasifikasikan menjadi tiga golongan,
yaitu :21
a. Badan hukum yang dibentuk pemerintah (penguasa

negara) badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah
(penguasa negara) adalah badan hukum publik yang
sengaja diadakan oleh pemerintah untuk kepentingan
negara, seperti lembaga-lembaga negara, departemen-
departemen pemerintahan, daerah otonom, badan usaha
milik daerah (BUMD). Badan hukum ini lazim disebut
sebagai badan hukum publik dibentuk pemerintah melalui
undang-undang, atau peraturan pemerintah. Apabila
dibentuk melalui undang-undang, pembentukan badan

hukum publik itu adalah presiden bersama Dewan

19 Ibid. hilm 3.

20 Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan
Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Buku I. Alumni. Bandung, 2000, him. 82.

2L Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia. Cetakan Ke V. PT Citra Aditya Bakti.
Bandung. 2014. him. 24.



Perwakilan Rakyat (DPR). Apabila dibentuk melalui
peraturan pemerintah, pembentukan badan hukum publik
itu adalah presiden sebagai kepala pemerintahan.

b. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah (penguasa
negara) Badan hukum yang diakui pemerintah adalah
badan hukum yang dibentuk oleh pihak swasta atau
pribadi negara untuk kepentingan pribadi pembentuknya
sendiri. Akan tetapi, badan hukum tersebut mendapat
persetujuan dari pemerintah menurut undang-undang.
Pengakuan itu diberikan oleh pemerintah karena isi
anggaran dasarnya tidak dilarang undang-undang, tidak
bertentangan dengan ketertiban umum dan badan hukum
itu tidak akan melanggar undang-undang. Pengakuan itu
diberikan pemerintah melalui pengesahan anggaran

dasarnya.

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang
diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya
sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai
dengan peraturan peraturan perundang-undangan. Peran PAD
sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah masih
rendah. Kendatipun perolehan PAD setiap tahunnya relatif
meningkat namun masih kurang mampu menggenjot laju
pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk beberapa daerah yang
relatif minus dengan kecilnya peran PAD dalam APBD, maka
upaya satu-satunya adalah menarik investasi swasta domestik
ke daerah minus. Pendekatan ini tidaklah mudah dilakukan
sebab swasta justru lebih berorientasi kepada daerah yang
relatif menguntungkan dari segi ekonomi.22

Melihat kenyataan yang ada bahwa PAD yang diperoleh
pada umumnya masih relatif rendah, maka tidak sedikit

Pemerintah Daerah yang merasa khawatir melaksanakan

22 Baswir, R, Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi
Daerah. MEP-UGM, Yogyakarta. 2002. him. 12 20



otonomi daerah. Kekhawatiran yang berlebihan bagi daerah,
terlebih bagi daerah miskin dalam menghadapi otonomi
daerah mestinya tidak perlu terjadi.

Pertimbangan pemberian otonomi daerah tidaklah mesti
dilihat dari pertimbangan keuangan semata, sekiranya
pertimbangan ini masih tetap mendominasi pemberian
otonomi ini tidak akan terlaksana. Sebenarnya apabila
diberikan mekanisme kewenangan yang lebih luas dalam
bidang keuangan, maka pemerintah daerah dapat menggali
dan mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Otonomi daerah diharapkan lebih menekankan kepada
mekanisme yang memberikan kewenangan yang luas kepada
daerah dalam bidang keuangan, karena dengan kewenangan
tersebut uang akan dapat dicari semaksimal mungkin tentu
saja dengan memperhatikan potensi daerah serta kemampuan
aparat pemerintah untuk mengambil inisiatif guna
menemukan  sumber-sumber keuangan yang = baru.
Kewenangan yang luas bagi daerah akan dapat menentukan
mana sumber dana yang dapat digali dan mana yang secara
potensial dapat dikembangkan.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah
daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan?23.

Maknanya adalah retribusi merupakan pembayaran
atas penggunaan barang atau jasa yang disediakan untuk
umum oleh pemerintah, maka penarikannya dilakukan
umumnya di tempat pemakaian. Retribusi dapat juga
ditagihkan kepada badan atau orang pribadi atas dasar
pembayaran dengan penggunaan terbatas (dijatahkan) atau
pembayaran dengan periode tertentu yang telah disepakati.

Permasalahan dan kebijaksanaan pelayanan oleh

pemerintah daerah dikatakan pula bahwa persaingan retribusi

2 pasal 1 Angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.



antara pemerintah daerah tidak akan menjadi bahan

pertimbangan dalam menentukan tarif, yang penting adalah

bila ada pemerintah daerah yang berdekatan mengadakan
atau menyediakan barang atau jasa yang sama, maka saling
tukar informasi menjadi penting untuk mengurangi kerugian.

Retribusi merupakan pembayaran atas penggunaan
barang atau jasa yang disediakan untuk umum oleh
pemerintah, maka penarikannya dilakukan umumnya di
tempat pemakaian. Retribusi dapat juga ditagihkan kepada
badan atau orang pribadi atas dasar pembayaran dengan
penggunaan terbatas (dijatahkan) atau pembayaran dengan
periode tertentu yang telah disepakati. Permasalahan dan
kebijaksanaan pelayanan oleh pemerintah daerah dikatakan
pula bahwa persaingan retribusi antara pemerintah daerah
tidak akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan
tarif, yang penting adalah bila ada pemerintah daerah yang
berdekatan mengadakan atau menyediakan barang atau jasa
yang sama, maka saling tukar informasi menjadi penting
untuk mengurangi kerugian.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi ciri-ciri
retribusi daerah adalah sebagai berikut:

a) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah;

b) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan
daerah yang langsung dapat ditunjuk;

c) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang
memanfaatkannya atau dengan jasa yang disiapkan
daerah?24.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai sumber
pembiayaan pembangunan daerah masih rendah. Kendatipun
perolehan PAD setiap tahunnya relatif meningkat namun
masih kurang mampu menggenjot laju pertumbuhan ekonomi
daerah. Sumber PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil

retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil

24 Kaho, J.R, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, PT. Raja Grafindo,
Jakarta. 2001. him. 112.



pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Terkait dengan
pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan,
menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah
sesuai dengan kondisi daerah, PAD dapat dipandang sebagai
salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi
ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya
semakin besar PAD kepada APBD akan menunjukkan

semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Istilah asas berarti dasar prinsip, pedoman, pegangan, atau
sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat, dan
bertindak. Asas-asas pembentukan peraturan Perundang-
undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan
dalam menyusun peraturan Perundang-undangan.

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dikenal
asas formil dan asas materil, sebagaimana yang dikemukakan
oleh I.C. Van der Vlies adalah sebagai berikut:

a. Asas-asas formil, meliputi asas tujuan yang jelas, asas organ,
asas perlunya pengaturan, asas dapat dilaksanakan, dan asas
konsensus.

b. Asas materil meliputi asas terminologi dan sistematika yang
benar, asas dapat dikenali, asas perlakuan yang sama, asas
kepastian, asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan
inidvidu.

Dalam membentuk peraturan Perundang-undangan harus
berdasarkan asas pembentukan peraturan Perundang-undangan
yang baik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan meliputi:
1. Kejelasan tujuan; maksudnya bahwa setiap pembentukan

peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang

jelas yang hendak dicapai.

20



2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; maksudnya

setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh
lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan
yang berwenang. Peraturan perundang-undangan yang tidak
dibuat oleh pejabat pembentuk yang berwenang dapat
dibatalkan atau batal demi hukum.

. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; maksudnya bahwa
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus
benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan
jenis peraturan perundang-undangannya.

.Dapat dilaksanakan; maksudnya setiap pembentukan
peraturan perundang-undangannya harus memperhitungkan
efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam
masyarakat, baik filosofis, yuridis maupun sosiologis.

.Kedayagunaan dan kehasilgunaan; maksudnya bahwa setiap
peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-
benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

.Kejelasan rumusan; maksudnya adalah bahwa setiap
peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan
teknis penyusunan peraturan perundang-undangan,
sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa
hukum jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak
menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam
pelaksanaannya.

.Keterbukaan; maksudnya bahwa dalam proses peraturan
perundang-undangannya mulai dari perencanaan, persiapan,
penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.
Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai
kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan
dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan,
sehingga peraturan perundang-undangan sebagai sarana yang

maksimal untuk mencapai kesejahteraan dapat lebih terwujud.
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Asas-asas yang harus terkandung dalam materi muatan

peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011, adalah sebagai berikut :

1.

Pengayoman; maksudnya setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus berfungsi memberi perlindungan

dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

.Kemanusiaan; maksudnya bahwa setiap materi muatan

peraturan perundang-undangan harus menceminkan
perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta
harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk

Indonesia secara proporsional.

.Kebangsaan; maksudnya bahwa setiap materi muatan

peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan
watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan

tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

.Kekeluargaan; maksudnya bahwa setiap materi muatan

peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap

pengambilan keputusan.

.Kenusantaraan; maksudnya bahwa setiap materi muatan

peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan
kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan
peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah
merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang

berasaskan Pancasila.

. Bhineka Tunggal Ika; maksudnya adalah bahwa materi muatan

peraturan  perundang-undangan harus memperhatikan
keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi
khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut
masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara.

. Keadilan; maksudnya bahwa setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara

proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
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8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
maksudnya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan
berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras,
golongan, gender atau status sosial.

9. Ketertiban dan kepastian hukum; maksudnya adalah setiap
materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat
menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan

adanya kepastian hukum.

. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang ada,

Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Profil Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju
Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju merupakan

Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pandeglang merupakan

Holding Company yang berkedudukan dan berkantor di pusat

Ibukota kabupaten Pandeglang, dengan dasar hukum

pembentukan antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negarai RI 1945;

2. Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 tahun
2010 Tentang Pembentukan  Perusahaan  Daerah
Pandeglang Berkah Maju, yang diundangkan pada tanggal
22 Desember 2010;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada
Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju, Bank
Pembangunan Daerah, Bank Perkreditan Rakyat Berkah
dan Lembaga Keuangan Mikro Pandeglang Berkah, yang
diundangkan pada tanggal 14 November 2016;

5. Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 27 Tahun

2013 tentang Direksi, Dewan Pengawas Perusahaan
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Daerah Pandeglang Berkah Maju, yang diundangkan pada
tanggal 22 Oktober 2013;

6. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 582/Kep.152-
Huk/2017 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Pandeglang kepada BPR Berkah, PT LKM
Pandeglang Berkah, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa
Barat dan Banten serta PD Pandeglang Berkah Maju tahun
anggaran 2017, yang diundangkan pada tanggal 7 April
2017,

7. Keptusan Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor
539/Kep.261-Huk/2018 tentang Pengangkatan/Penetapan
Direktur Utama Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah
maju, yang diundangkan pada tanggal 16 Juli 2018;

Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju merupakan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Pandeglang
dengan kepemilikan 100% saham oleh Pemerintah Kabupaten
Pandeglang yang mempunyai tugas untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi daerah Pandeglang. PBM didirikan
dengan berbagai tujuan, salah satunya adalah bisa menjadi
profit center bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
melalui penerimaan Deviden dari hasil wusaha yang
dijalankannya. Serta diharapkan bisa memberikan lapangan
kerja baru, melakukan potensi terhadap usaha kecil dan
menengah serta  pelaksana kebijakan pemerintah daerah
dibidang ekonomi dan pembangunan. Disisi lain, tentu ada
tugas dan tanggung jawab untuk membantu tugas-tugas
pelayanan publik sehingga masyarakat merasa terbantu
dengan kehadiran pemerintah daerah melalui peran dan fungsi
perusahaan BUMD.

Pembangunan di Kabupaten Pandeglang dewasa ini
diprioritaskan pada bidang perekonomian sehingga pemerintah
selalu berusaha untuk menerapkan kebijaksanaan dalam
peningkatan hasil dalam berbagai sektor. PD Pandeglang
Berkah Maju hadir untuk menjadi salah satu penopang

program-program pemerintah.

24



Visi PD Pandeglang Berkah Maju yakni menjadi BUMD
berskala nasional yang mampu menjadi pendorong laju
pertumbuhan ekonomi dan bisnis di Kabupaten Pandeglang.
Sedangkan Misi PD Pandeglang Berkah Maju, yakni :

1. Menyediakan kegiatan usaha dibidang perdagangan dan
atau jasa yang bermutu tinggi yang mampu membantu
stimulus pengembangan ekonomi masyarakat Pandeglang.

2. Mendorong laju pertumbuhan bisnis dan investasi di
Kabupaten Pandeglang dan penciptaan lapangan kerja.

3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pandeglang melalui
pengelolaan asset-asset milik pemerintah daerah Kabupaten
Pandeglang.

Motto PBM Tahun 2018-2023 yakni:

a. Membangun Lumbung Sendiri;

b. Mengelola Lumbung Sendiri;

c. Lebih Menghormati Tanah Sendiri.

Fokus dari PD. Pandeglang Berkah maju diantaranya:

1. Melakukan ekspansi, perluasan dan penetrasi pasar melalui
saluran distribusi, pengelolaan asset daerah ataupun
perluasan wilayah bisnis kemitraan guna menuju
tercapainya pendapatan di dalam rangka pengelolaan
sumber alam di daerah;

2. Mengimplemantasikan Sistem Aplikasi Bisnis berbasis
Elektronik. Serta penciptaan Energi dan Sumber Daya
Manusia PBM.

3. Memperkuat saluran distribusi melalaui pengembangan
kemitraan dgn OPD-OPD terkait serta Bumdes-bumdes di
Kabupaten Pandeglang.

4. Meningkatkan kualitas, produksi, pelayanan dan citra

perusahaan Daerah

. Kondisi Yang Ada dan Permasalahan Yang Dihadapi
Sampai tahun 2021 wilayah administrasi Kabupaten
Pandeglang terdiri atas 35 kecamatan, dan terbagi menjadi 339

desa dan kelurahan. Bahwa Kabupaten Pandeglang memiliki 13
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kelurahan diantanya 4 kelurahan di Kecamatan Pandeglang, 5
kelurahan di Kecamatan Majasari, dan 4 kelurahan di
Kecamatan Karangtanjung. Kecamatan Cikeusik merupakan
kecamatan terluas di Kabupaten Pandeglang, yaitu dengan luas
322,76 km?2, sedangkan Kecamatan Labuan merupakan
kecamatan terkecil dengan luas sekitar 15,66 km2, dan 339

(tiga ratus tiga puluh sembilan) desa sebagai berikut :

Tabel 1
Nama kecamatan dan Luas Wilayah Di
Kabupaten Pandeglang

Nomor | Nama Kecamatan Luas Wilayah
1 | Sumur 258.54
2 | Cimangu 259.73
3 | Cibaliung 221.88
4 | Cibitung 180.72
5 | Cikeusik 322.76
6 | Panimbang 132.84
7 | Sobang 138.84
8 | Munjul 75.25
9 | Angsana 064.84
10 | Cigeulis 176.21
11 | Sindang Resmi 65.20
12 | Picung 56.74
13 | Bojong 50.72
14 | Saketi 54.13
15 | Cisata 32.65
16 | Pagelaran 42.76
17 | Patia 45.48
18 | Sukaresmi 57.30
19 | Labuan 15.66
20 | Carita 41.87
21 | Jiput 53.04
22 | Cikedal 26.00
23 | Menes 22.41
24 | Pulosari 31.33
25 | Mandalawangi 80.19
26 | Cimanuk 23.64
27 | Cipeucang 21.16
28 | Banjar 30.50
29 | Kaduhejo 33.57
30 | Mekarjaya 31.34
31 | Pandeglang 16.85
32 | Majasari 19.57




33 | Candasari 26.20
34 | Karang tanjung 19.07
35 | Karoncong 17.86

Untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan, sempai

dengan tahun 2018 ada 3 (tiga) bidang yang menjadi fokus

dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh PBM, antara lain :

1. Bidang usaha pekerjaan umum; pemborongan konstruksi,

perumahan, pengelolaan kolam renang, pengelolaan desa

wisata, pengelolaan tempat camping, sewa rumah wisata,

dst.

2. Bidang Usaha Pertambangan, Energi, Mineral dan Migas;

a. Emas

b. Pengelolaan air minum

c. Pengelolaan Gas Bumi menjadi LPG.

3. Bidang Usaha Perdagangan Umum dan Jasa.

a. Jual beli hasil bumi, Gabah/Padi/Jagung/Kedelai,

Sorghum, jual beli hasil bumi, (agrobisnis lainnya).

b. Jasa keagenan, website, angkutan barang, rent car

pariwisata, jasa lainnya.

Secara umum PD Pandeglang Berkah Maju (PBM) memiliki

beberapa kegiatan kerja yang sedang berlangsung dan

rencana kerja yang akan dilakukan sebagai berikut:

2. Bidang Bisnis

a.

Konsolidasi dan komunikasi dengan Pemerintah
melalui OPD-OPD terkait dengan kegiatan usaha
guna mendukung lingkungan bisnis yang kuat.

Budi daya jagung (Progress dikhususkan kepada
yang berpiutang).

Trading gabah dan beras (on progress).

Pekerjaan Umum: kontruksi, Batching Plant, AMP,
Paving Block (belum) peningkatan kerjasama.
Kerjasama keagenan : PT Jamkrida Banten dan PT

Jamkrindo (proses).
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Pengelolaan tempat parkir yang masih tersedia di
Pandeglang (konsolidasi dan kerjasama dengan
instansi/opd terkait).

. Pengelolaan kawasan lahan kosong milik pemda
yang akan dikerjasamakan. (proses konsolidasi dan
ijin pengelolaan dengan instansi terkait).

. Komunikasi dengan calon mitra/investor (PT PUI
dan PT. Lembu Nusantara Jaya Wijaya).

Tindak  lanjut  kerjasama/berjejaring dengan
BUMDes.

Peningkatan produksi padi melalui kerjasama
dengan kelompok tani dengan tujuan kesejahteraan
petani, dan menjadikan pandeglang swa sembada
besar

Mendirikan kegiatan usaha pengilingan padi dan
pergudangan gudang sebagai stok kebutuhan ASN
dan masyarakat, serta selebihnya dijual kepasaran
diluar Pandeglang

Menciptakan kegiatan usaha produksi budi daya
ikan “sidat” untuk ekspor ke negara Jepang

. Menciptakan kegiatan usaha sebagai agen dan
Trading untuk Gas Elpiji, Minyak goreng dan Gula
Melakukan kemitraan dengan perusahaan Tours &
travel, dalam kegiatan city tour edutourizm untuk
memperkenalkan kepariwisataan Kabupaten

Pandeglang

3. Bidang Operasional

a. Penataan organisasi, melengkapi peraturan dan

ketentuan perusahaan dan meningkatkan
kompetensi pegawai

. Renovasi gedung kantor

. Pembelian kendaraan operasional jabatan

. Pembelian Inventaris kantor

. Penambahan Tenaga Kerja
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f. Peningkatan sistem tehnologi keuangan, akuntansi
dan pelaporan

g. Dan lain - lain

BUMD memiliki berbagai tantangan dan permasalahan
pengimplementasian program Kkerja. Pertama, permasalahan
efisiensi. Secara umum, seringkali terjadi BUMD tidak efisien,
mengalami pemborosan dana karena pengelolanya tidak memiliki
keahlian cukup. Keputusan terkait investasi baru seringkali
dilakukan tidak profesional. Kedua, masalah intervensi dan
birokrasi. Tidak dapat disangkal banyak BUMD kalah bersaing
dengan sektor swasta salah satunya adalah besarnya campur
tangan dan lambannya pemerintah daerah dalam mengantisipasi
perubahan situasi dan kondisi bisnis. Kadang keputusan
diberikan berlarut-larut sehingga tidak dapat kompetitif
dengan swasta. Ketiga, pengendalian dan pengawasan. Di
dalam BUMD, pemerintah daerah membentuk badan pengawas
yang terkadang tidak memiliki latar belakang  bisnis sama
sekali. Hal ini menyebabkan pengawasan tidak profesional
sehingga berdampak pada kesehatan BUMD.

Penyelenggaraan penyesuaian hukum Perusahaan Daerah
Pandeglang Berkah Maju menjadi Pembentukan Perseroan
Daerah Pandeglang Berkah Maju adalah wupaya untuk
meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah
Maju dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan
sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, yang perlu
dilakukan penataan terhadap Perusahaan Daerah Pandeglang

Berkah Maju.

. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem yang Akan
Diatur Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang
Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya
Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Penyesuaian hukum perusahaan Pandeglang Berkah Maju

menjadi Pembentukan Perseroan Daerah Pandeglang Berkah
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Maju tentu saja membawa perubahan pada bentuk hukum baru
yaitu perseroan daerah (Perseroda). Perusahaan Daerah
Pandeglang Berkah Maju mengalami perubahan bentuk badan
hukum berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Hal ini dilakukan dengan semangat untuk membentuk
BUMD yang transparan dan akuntabel serta berdasar pada tata
kelola perseroan yang baik atau good corporate governance (GCG).
Penyesuaian hukum Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah
Maju menjadi perusahaan pembentukan Perseroan Daerah
Pandeglang Berkah Maju tentu ini akan mencabut Peraturan
Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju yang
sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan Perundang-undangan
yang berlaku masa kini, sehingga akan membawa dampak secara
langsung kepada pembentukan Perseroan Daerah Pandeglang
Berkah Maju sendiri dan dampak secara tidak langsung kepada
masyarakat.

Selain itu dampak lain tentu saja terkait dengan adanya
beban pembiayaan dalam keuangan Perusahaan Daerah
Pandeglang Berkah Maju apabila terjadi penyesuaian hukum
karena harus menganggarkan biaya dari mulai penyusunan
naskah akademik, proses pengajuan perubahan sampai dengan
pembahasan penyesuaian hukum yang disahkan menjadi perda
yang baru.

Penyesuaian hukum Perusahaan Daerah Pandeglang
Berkah Maju menjadi Pembentukan Perseroan Daerah
Pandeglang Berkah Maju adalah suatu keharusan sebagai
implikasi dari berubahnya ketentuan mengenai BUMD yang
hanya terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan
perseroan daerah.2> Dipertegas dengan terbitnya Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik

Daerah.

%5 pasal 331, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
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Naskah ARademik Raperda Kabupaten Pandeglang tentang

Pembentukan Perseroan Daerah Pandeglang Berkah Maju

Namun perubahan tersebut diharapkan memberi implikasi
terkait pembiayaan yang sudah dianggarkan dan dikeluarkan dari
keuangan Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju
sebanding dengan manfaat yang akan diterima oleh masyarakat
dengan meningkatnya kualitas kinerja Perusahaan Daerah
Pandeglang Berkah Maju guna mendukung pemenuhan
kebutuhan masyarakat dalam bidang usaha pekerjaan umum,
bidang usaha pertambangan, energi, mineral dan migas, dan
bidang usaha perdagangan umum dan jasa. Pemerintah Daerah
perlu melakukan peningkatan kinerja Perusahaan Umum Daerah
Pandeglang Berkah Maju sebagai upaya untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat.



BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait
yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang
dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Berkah di Kabupaten
Pandeglang dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya melalui
harmonisasi?¢ secara vertikal dan horizontal, antara lain adalah

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan

Beberapa pasal yang berkaitan dengan Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Pembentukan

Perseroan Daerah Pandeglang Berkah Maju adalah:

Pasal 14
Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota  berisi materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta
menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih

lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

26 Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses yang diarahkan untuk menuju
keselerasan dan keserasian antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-
undangan lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih, inkonsistensi, atau konflik/perselisihan dalam
pengaturan. Dalam rangka harmonisasi Perda dan peraturan perundang-undangan, proses harmonisasi
Perda dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan dengan perda lainnya perlu dintegrasikan
sejak pembahasan Program Legislasi Daerah dan penyusunan Naskah Akademik.
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah
Beberapa pasal yang berkaitan dengan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Pembentukan
Perseroan Daerah Pandeglang Berkah Maju adalah :
Pasal 331

(1) Daerah dapat mendirikan BUMD

(2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Perda.

(3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan
Daerah.

(4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian
Daerah pada umumnya;

b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi
pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi,
karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan
berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan

c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

(5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada:

a. kebutuhan Daerah; dan

b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan

pemerintah.

Pasal 334
(2) Dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih
dari satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus
merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan

Daerah.
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Pasal 339

(1) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk
perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang
seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen)
sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

(2) Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan
Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2),
pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
perseroan terbatas.

(3) Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah
terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu

Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.

Pasal 340
(1) Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum
pemegang saham, direksi, dan komisaris.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan perseroan

Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 341
(1) Perusahaan perseroan Daerah dapat membentuk anak
perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
(2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh

analis investasi yang profesional dan independen.

Pasal 342

(1) Perusahaan perseroan Daerah dapat dibubarkan.

(2) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perusahaan Perseroan
Daerah yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada
Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran perusahaan

perseroan Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan

Usaha Milik Daerah

Beberapa pasal yang berkaitan dengan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Pembentukan
Perseroan Daerah Pandeglang Berkah Maju adalah sebagai

berikut :

Pasal 3

(1) Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam
kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada:

a. perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik
modal; dan

b. perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai
pemegang saham.

(2) Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum
Daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan
Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

(3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat
daerah.

(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
antara lain:

a. perubahan anggaran dasar;

b. pengalihan aset tetap;

c. kerja sama;

d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak
perusahaan dan/atau penyertaan modal;

e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari
modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset,
dan agio saham;

f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas,
Komisaris, dan Direksi;

g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;

h. penetapan besaran penggunaan laba;

i. pengesahan laporan tahunan;
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(5)

(1)
(2)

j- penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan,

dan pembubaran BUMD; dan

k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen)
dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu)
transaksi atau lebih;

Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari

hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:

a. target kinerja BUMD;

b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan

c. laporan keuangan BUMD.

Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif

pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 4
Daerah dapat mendirikan BUMD.
Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.
BUMD terdiri atas:
a. perusahaan umum Daerah; dan
b. perusahaan perseroan Daerah.
Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum
diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian
perusahaan umum Daerah mulai berlaku.
Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan
hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang

yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 5
Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh
modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang
berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam
saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh

satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

Pasal 6
Karakteristik BUMD meliputi:
a. badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
b. badan usaha dimiliki oleh:
1) 1 (satu) Pemerintah Daerah;
2) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah;
atau
4) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan
Daerah.
c. seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
d. bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan
e. dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia
usaha.
Dalam hal BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu)
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 2) dan angka 4), kepemilikan saham harus
dimiliki oleh salah satu Daerah lebih dari 51 % (lima puluh

satu persen).

Pasal 109
Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan
antara target dan realisasi.
Evaluasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
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(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

a. BUMD;

b. Pemerintah Daerah; dan/atau

c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-
kurangnya meliputi:

a. penilaian kinerja;

b. penilaian tingkat kesehatan; dan

c. penilaian pelayanan.

Pasal 110

Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja
BUMD.

Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh
BUMD dan disampaikan kepada KPM atau RUPS.

Penilaian tingkat kesehatan BUMD menjadi dasar evaluasi
BUMD.

Kepala Daerah menyampaikan hasil penilaian tingkat

kesehatan kepada Menteri.

Pasal 114
BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan Restrukturisasi.
Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a. perubahan bentuk hukum perusahaan umum Daerah
menjadi perusahaan perseroan Daerah; dan
b. perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah
menjadi perusahaan umum Daerah.
Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan bentuk hukum

BUMD diatur dalam Peraturan Menteri.
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah

Beberapa pasal yang berkaitan dengan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Pembentukan
Perseroan Daerah Pandeglang Berkah Maju adalah sebagai

berikut :

Pasal 5

(1) Kepala Daerah selaku wakil Pemerintah Daerah dalam
kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan sebagai
pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang
saham pada perseroan daerah.

(2) Ketentuan mengenai Kepala Daerah selaku wakil Pemerintah
Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan
Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan
Usaha Milik Daerah

Beberapa pasal yang berkaitan dengan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Pembentukan
Perseroan Daerah Pandeglang Berkah Maju adalah sebagai

berikut :

Pasal 10

(1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan
hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat
Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f

sampai dengan huruf k.
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(3)

Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan
Pengawas atau Anggota Komisaris berdasarkan hasil seleksi

administrasi sebagai mana dimaksud pada ayat (2).

Pasai 15

(1) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat terdiri

(2)

(6)

dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

terdiri atas:

a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD
lain dan/ atau anggota Dewan Pengawas atau anggota
Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa
jabatannya;

b. pensiunan pegawai BUMD;

c. mantan Direksi BUMD; atau

d. ekternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan
huruf .

Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

merupakan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris

yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun
pemegang saham.

Unsur laianya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah

Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat

yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan

BUMD.

Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara
dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan

publik sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-
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(1)

undangan.

Pasal 17

Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris ditetapkan

dengan komposisi :

a.

BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau
anggota Komisaris sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari
pejabat Pemerintah Daerah;

BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau

anggota Komisaris sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:

1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu)
orang unsur independen; atau

2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;

BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau

anggota Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:

1) I (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua)
orang unsur independen; atau

2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu)
orang unsur independert:

BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau

anggota Komisaris sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:

1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang
pejabat Pemerintah Daerah, dan I (satu) orang unsur
independen; atau

2) I (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang
pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur
independen;

BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau

anggota Komisaris sebanvak 5 (lima) orang terdin atas:

1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang
pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur
independen;

2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang
pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur
independen; atau

3) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang
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pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur
independen.

(5) Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengisi jabatan

anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD di

Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 56
(1) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap
tahapan seleksi Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota
Komisaris dan anggota Direksi melalui media massa lokal/
nasional dan/atau elektronik.
(2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di muat
da-lam laman Pemerintah Daerah danr/ atau laman BUMD.
(3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit:
a. penjaringan;
b. hasil seleksi administrasi; dan

c. hasil UKK.

Pasal 58

(1) BUMD yang sahamnya tercatat di pasar modal, pemilihan
anggota Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal.

(2) BUMD yang anggaran dasar atau keputusan RUPSnya
mengatur hak penempatan anggota Komisaris dan anggota
Direksi bagi pemilik saham di luar Pemerintah Daerah,
pemilihan anggota Komisaris dan Direksi sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan = mengenai

perseroan terbatas.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018

Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja
Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah
Beberapa pasal yang berkaitan dengan Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Pembentukan
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Perseroan Daerah Pandeglang Berkah Maju adalah:

Pasal 2

(1) Penyusunan Rencana Bisnis dan RKA BUMD dilakukan oleh

Direksi BUMD yang baru didirikan dan yang telah berdiri.

(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama jajaran

perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak
dicapai dalam jangka waktu S (lima) tahun berdasarkan

anggaran dasar.

(3) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

(3)

(1)
(2)

(2), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan
disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan
disahkan oleh KPM atau RUPS.

Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau
pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis
disesuaikan dengan Perda tentang penyertaan modal dan

hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4
Direksi wajib menyusun RKA BUMD yang merupakan
penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan
disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan
disahkan oleh KPM atau RUPS.
Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau
pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA BUMD
disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
RKA BUMD merupakan salah satu instrumen untuk
mengukur kinerja BUMD, kinerja pengurus dan kinerja

pegawai yang berkenaan.

Pasal 22
BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
BUMD memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik
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Pemerintah Daerah lain untuk mendukung kerja sama

daerah.

Pasal 32

(1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang
dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.

(3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan
oleh:
a. BUMD;
b. Pemerintah Daerah; dan/atau

c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Pasal 34
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(3) huruf b dan Pasal 33 ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh
perangkat daerah yang membidangi BUMD sesuai dengan tugas

dan wewenangnya.

Pasal 35
(1) Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.
(2) BUMD berbentuk perusahaan umum daerah dan perusahaan
perseroan daerah.
(3) Bentuk BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
dilakukan perubahan yang terdiri atas:
b. perubahan bentuk hukum perusahaan umum daerah
menjadi perusahaan perseroan daerah; dan
c. perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan daerah
menjadi perusahaan umum daerah.
(4) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ditetapkan dengan Perda.
(5) Perubahan bentuk hukum BUMD dilakukan dengan terlebih
dahulu melakukan kajian paling sedikit terhadap:
a. kesesuaian bentuk hukum;

b. kewajiban; dan
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C.

kekayaan BUMD.

(6) Kewajiban dan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5

huruf b dan huruf c, diperhitungkan secara proporsional.

Pasal 37

(1) Dalam hal akan mendirikan BUMD, Pemerintah Daerah

melakukan paling sedikit:

a.

b.

j-

membentuk tim pendirian BUMD;

menyusun analisa kebutuhan daerah dan analisa
kelayakan bidang usaha;

mengajukan usulan rencana pendirian BUMD untuk
dinilai oleh Menteri;

membuat Perda tentang pendirian BUMD;

membuat Perda tentang penyertaan modal;

menyiapkan dokumen kelengkapan inti perusahaan paling
sedikit Akta Pendirian Perusahaan, Nomor Pokok Wajib
Pajak, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar
Perusahaan, dan surat keterangan domisili;

menyusun RKA BUMD sementara berdasarkan analisa
kelayakan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam
huruf b;

memilih dan menetapkan Dewan Pengawas atau Komisaris
dan Direksi;

menandatangani kontrak kinerja antara KPM atau RUPS
dengan Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi; dan

menyusun anggaran dasar.

(2) Dalam hal BUMD sudah berdiri, paling lama 1 (satu) tahun

direksi wajib memprioritaskan:

a.
b.

C.

menyusun peraturan direksi;

merekrut pegawai,

menyusun Rencana Bisnis dan RKA BUMD;
menyusun Standar Operasional Prosedur; dan

menentukan Indikator Kinerja Utama pegawai.
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BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS,
DAN YURIDIS

Naskah akademik dalam penyusunan rancangan peraturan
daerah harus mencakup 3 (tiga) alasan atau landasan utama.
Landasan tersebut adalah landasan filosofis, yuridis dan sosiologis.
Uraian komprehensif terkait dengan ketiga landasan utama tersebut

dapat dikemukakan sebagai berikut:

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan
yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk
mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita
hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa
Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.27

Pertimbangan dari segi filosofis rancangan peraturan
daerah ini termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan nilai
aktualisasi dalam konsepsi penyusunan rancangan peraturan
daerah dengan pencapaian cita-cita dan tujuan berbangsa dan
bernegara Indonesia yang diatur dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nilai filosofis dari pembukaan tersebut dapat dipaparkan
bahwa negara Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki
pemerintahan yang berdaulat yang memiliki kewajiban untuk
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

27 Lampiran | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
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abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara Indonesia tersebut
diantaranya berupa penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh
pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
yang berupa pemajuan kesejahteraan umum dan pencerdasan
kehidupan bangsa. Tujuan negara yang berupa pemajuan
kesejahteraan umum diwujudkan dengan dibentuknya peraturan
di bawah Undang-Undang Dasar.

Secara filosofis di dalam pengaturan badan hukum
Pembentukan Perseroan Daerah Pandeglang Berkah Maju,
berangkat dari pemahaman bahwa refleksi filosofis senantiasa
berupaya untuk menangkap makna hakiki dari hukum guna
mencapai ketertiban, kepastian dan keadilan.?8 Dengan demikian,
refleksi filosofis akan menuju pada pengungkapan hakikat
dengan menemukan landasan terdalam dari keberadaan hukum
sejauh yang mampu dijangkau akal budi manusia. Setidaknya
dapat merespon dua hal yang fundamental yakni : pertama, apa
yang menjadi landasan kekuatan mengikat dari hukum dan
kedua, atas dasar kriteria apa hukum dapat dinilai keadilannya.2°

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 memuat cita filosofis Pancasila
dan tujuan dari pembangunan nasional, salah satunya, yakni
memajukan kesejahteraan umum.

Notonagoro berpendapat bahwa nilai-nilai cita filosofis
Pancasila tergolong nilai-nilai kerokhanian, tetapi nilai-nilai
kerokhanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital.
Nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerohanian itu juga
mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik
nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau
nilai estetis, nilai kebaikan atas nilai moral, maupun nilai
kesucian yang sistematis-hierarkhis, yang dimulai dari sila
Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai ’dasar’ sampai dengan sila

Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai

28 Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Yogyakarta : Kanisius, 1995, him.18.

2 Bernard Avrief Sidharta, Refleksi tentang Struktur IImu Hukum, Bandung : Mandar Maju,

1999, him.119.
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tujuan’.30 Dengan demikian, cita filosofis Pancasila harus dapat
menjadi bintang pemandu (leitern) perilaku kehidupan berbangsa
dan bernegara serta menjadi dasar pembentukan kaidah hukum.

Penyelenggaraan Pembentukan Perseroan Daerah
Pandeglang Berkah maju dimaksudkan untuk memberikan
pelayanan dalam menyediakan kegiatan usaha dibidang
perdagangan dan atau jasa yang bermutu tinggi yang mampu
membantu stimulus pengembangan ekonomi masyarakat
Pandeglang, mendorong laju pertumbuhan bisnis dan investasi di
Kabupaten Pandeglang dan penciptaan lapangan kerja dan
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pandeglang melalui
pengelolaan aset-aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten
Pandeglang. Pelayanan dalam menyediakan kegiatan wusaha
dibidang perdagangan dan atau jasa yang bermutu tinggi yang
mampu membantu stimulus pengembangan ekonomi masyarakat
Pandeglang merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang
menjadi  tanggung  jawab Pemerintah Daerah  untuk
pengadaannya. Penyelenggaraan Perseroan dalam menyediakan
kegiatan usaha dibidang perdagangan dan atau jasa merupakan
cerminan layanan publik yang harus diberikan optimal pada
masyarakat dengan memperhatikan prinsip good governance.
Buruknya kualitas pelayanan publik tercermin pada derajat
implementasi good governance. Bila tidak ada perbaikan maka
mempengaruhi indeks kepuasaan dan kepercayaan masyarakat
terhadap kinerja perseroan oleh karena itu, Perseroan Daerah
yang bergerak dalam bidang usaha pekerjaan umum, bidang
usaha pertambangan, energi, mineral dan migas, dan bidang
usaha perdagangan umum dan jasa dituntut profesional di
dalam menyelenggarakan layanannya. Apabila layanan yang
diberikan kepada masyarakat semakin berkualitas, maka
berkontribusi besar pada konsepsi negara kesejahteraan yang

dianut oleh Pembukaan UUD 1945.

%0 Kaelan dan Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi,

(Yogyakarta: Paradigma, 2007), hal. 22
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B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan
yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris
mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat
dan negara.3!

Secara sosiologis, hukum dipandang sebagai
lembaga kemasyarakatan yaitu himpunan daripada kaedah-
kaedah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu
kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Hukum
menjadi pedoman bagaimana bertingkah laku, sebagai alat untuk
menjaga keutuhan masyarakat dan sebagai suatu sistem
pengendalian sosial.32 Dengan demikian, secara sosiologis akan
diuji apakah hukum dan peraturan perundang-undangan
berfungsi di dalam masyarakat dan mampu merespon kebutuhan
masyarakat.33

Secara sosiologis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pandeglang tentang Pembentukan Perseroan Daerah Pandeglang
Berkah Maju adalah sangat diperlukan, selain merupakan
amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya
untuk dibentuk, juga sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan
dalam menjalankan wurusan pemerintahan di Kabupaten
Pandeglang.

Perubahan nama Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah
Maju menjadi Pembentukan Perseroan Daerah Pandeglang
Berkah maju ini akan merubah bentuk hukum yang akan
mengatur mengenai perseroan daerah yang ada di Kabupaten
Pandeglang.

Kabupaten Pandeglang adalah salah satu kabupaten yang
terletak di Provinsi Banten. Dengan luas wilayah 2.747 km2 (29

31 Lampiran | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Op.cit
32 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di
Indonesia, Jakarta : Yayasan Penerbitan Universitas Indonesia, 1976, him5.

33 Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum, Bandung : Alumni, 1982, him.18.



persen), Kabupaten Pandeglang adalah kabupaten terbesar kedua
di Provinsi Banten. Kabupaten Pandeglang terdiri dari 35
kecamatan dengan 339 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk
1.194.911 jiwa.

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Pandeglang cukup tinggi
dibanding rata-rata nasional, yaitu 11,44 persen pada tahun 2015
yang meningkat dari 10,65 persen pada tahun 2014. Sektor yang
memberikan kontribusi terbesar dalam penciptaan PDRB
Kabupaten Pandeglang selama periode 2010-2015 adalah sektor
pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan
penggalian; dan perdagangan besar dan eceran; dan reparasi
mobil dan sepeda motor.

Selain melalui APBD, pemerintah daerah juga dapat
mengungkit pergerakan ekonominya melalui BUMD yang
dimilikinya. Saat ini Pemerintah Kabupaten Pandeglang memiliki
beberapa BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), diantaranya PDAM
Tirta Berkah, Bank BJB, PT. Lembaga Keuangan Mikro
Pandeglang Berkah, BPR Berkah, dan PD Pandeglang Berkah
Maju. Maksud pendirian BUMD tersebut, antara lain adalah :

a. memberikan sumbangsih pada perekonomian daerah dan
penerimaan kas daerah;

b. mengejar dan mencari keuntungan;

c. pemenuhan hajat hidup orang banyak; dan

d. perintis kegiatan-kegiatan usaha, memberikan bantuan dan
perlindungan pada usaha kecil dan lemah.

Perusahaan Daerah (PD) Pandeglang Berkah Maju (PBM)
merupakan sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang
sepenuhnya dimiliki 100% oleh pemerintah daerah Kabupaten
Pandeglang, Provinsi Banten. PD PBM memiliki tugas untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah Pandeglang.

Ada 3 bidang usaha yang menjadi fokus dari kegiatan
usaha yang dijalankan oleh PBM:

a. Bidang usaha pekerjaan umum;
b. Bidang usaha pertambangan, energi, mineral dan migas;

c. Bidang usaha perdagangan umum dan jasa.
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Pembentukan Perseroan Daerah Pandeglang Berkah Maju

Berikut adalah beberapa rencana kerja yang akan kami

lakukan pada tahun 2019:

1. Budidaya rumput gajah untuk pakan ternak sapi

Beberapa poin penting mengenai budidaya rumput gajah,

sebagai berikut:

a. Rumput gajah sebagai

salah satu pakan ternak sapi

bernutrisi tinggi yang banyak tumbuh dan berkembang
cepat.

Kebutuhan pakan ini sangat menjanjikan sebagai peluang
bisnis yang menguntungkan.

Hanya dengan sekali penanaman untuk periode 4 tahun
dan hanya membutuhkan biaya perawatan yang relatif kecil
dengan masa panen 2 bulan dapat menghasilkan 40 ton
perhektare.

Kebutuhan ternak sapi akan pakan jenis ini di wilayah
propinsi Banten masih sangat kurang. Sebagai contoh,
salah satu peternakan sapi yang ada, membutuhkan pakan
ini sekitar 20 ton perhari. Berarti untuk sebulan

membutuhkan 600 ton.

Tabel 2
proyeksi pendapatan 2019 Budidaya Rumput Gajah
Kabupaten Pandeglang

Biaya Jual
Bulan Ha Biaya/ha Jumlah Hasil Panen Harga Jumlah SisaUsaha Bagi Hasil

Januari 30 12.500.000 375.000.000 1.200.000 300 360.000.000 |-  15.000.000 |- 7.500.000
Pebruari
Maret 30 3.400.000 102.000.000 1.200.000 300 360.000.000 258.000.000 129.000.000
April
Mei 30 3.400.000 102.000.000 1.200.000 300 360.000.000 258.000.000 129.000.000
Juni
Juli 30 3.400.000 102.000.000 1.200.000 300 360.000.000 258.000.000 129.000.000
Agustus
September 30 3.400.000 102.000.000 1.200.000 300 360.000.000 258.000.000 129.000.000
Oktober
Nopember 30 3.400.000 102.000.000 1.200.000 300 360.000.000 258.000.000 129.000.000
Desember

885.000.000 7.200.000 2.160.000.000 | 1.275.000.000 637.500.000

*Rencana budidaya rumput gajah ini akan bekerja sama dengan petani yang mempunyai lahan, dengan perhitungan bagi hasil 50-50.

**Biaya pada Januari 2019 lebih besar dikarenakan ada biaya awal penanaman bibit sebesar Rp 12,5 juta
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Grafik 1
proyeksi pendapatan 2019 Budidaya Rumput Gajah
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2. Trading Beras
a. Pembelian hasil panen langsung dari petani akan

difokuskan ke komoditas beras.

Kegiatan usaha ini diharapkan mampu mengurangi jumlah
tengkulak didaerah Pandeglang dan dapat menjaga
stabilitas harga dan persediaan beras didaerah Pandeglang.
Selain untuk dijual kembali didaerah Pandeglang sendiri,
kami sudah memiliki pangsa pasar lain yaitu di Cipinang,
Jakarta.

Berikut adalah hitungan biaya dan proyeksi pendapatan

tahun 2019 dari kegiatan usaha trading beras, sebagai berikut:

Tabel 3
Hitungan Biaya Dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2019
Kegiatan Usaha Trading Beras Kabupaten Pandeglang

Beli Jual
Bulan Kg Harga Jumlah Kg Harga Jumlah Laba

Januari 50.000 8.500 425.000.000 50.000 10.000 500.000.000 75.000.000
Pebruari 55,000 8.500 467.500.000 55,000 10.000 550.000.000 82.500.000
Maret 60.000 8.500 510.000.000 60.000 10.000 600.000.000 90.000.000
April 65.000 8.500 552.500.000 65.000 10.000 650.000.000 97.500.000
Mei 70.000 8.500 595.000.000 70.000 10.000 700.000.000 105.000.000
Juni 75.000 8.500 637.500.000 75.000 10.000 750.000.000 112.500.000
Juli 80.000 8.500 680.000.000 80.000 10.000 800.000.000 120.000.000
Agustus 85.000 8.500 722.500.000 85.000 10.000 850.000.000 127.500.000
mdaya . a%ﬂ& g 8.500 765.000.000 90.000 10.000 900.000.000 135.000.000
Oktober 95,000 8.500 807.500.000 95,000 10.000 950.000.000 142.500.000
Nopember 100.000 8.500 850.000.000 |  100.000 10.000 | 1.000.000.000 150.000.000
Desember 110.000 8.500 935.000.000 [ 110.000 10.000 |  1.100.000.000 165.000.000

7.947500.000 | 935.000 9.350.000.000 | 1.402.500.000
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Melanjutkan program tahun lalu yang sudah berjalan

sejak awal tahun 2018, yaitu budidaya jagung, di tahun 2019

pun kami akan meneruskan program serupa dengan coba

meningkatkan luas lahan untuk dapat meningkatkan hasil

panen yang lebih besar lagi.

Berikut adalah hitungan biaya dan proyeksi pendapatan tahun

2019 dari kegiatan usaha budidaya jagung, sebagai berikut:

Tabel 4
Hitungan Biaya Dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2019
Kegiatan Usaha Budidaya Jagung Kabupaten Pandeglang

Beli Jual
Bulan Kg Harga Jumlah Kg Harga Jumlah Laba

Januari 100.000 2.800 280.000.000 100.000 3.400 340.000.000 60.000.000
Pebruari 100.000 2.800 280.000.000 100.000 3.400 340.000.000 60.000.000
Maret 100.000 2.800 280.000.000 100.000 3.400 340.000.000 60.000.000
April 50.000 2.800 140.000.000 50.000 3.400 170.000.000 30.000.000
Mei 50.000 2.800 140.000.000 50.000 3.400 170.000.000 30.000.000
Juni 50.000 2.800 140.000.000 50.000 3.400 170.000.000 30.000.000
Jui 50.000 2.800 140.000.000 50.000 3.400 170.000.000 30.000.000
Agustus 100.000 2.800 280.000.000 100.000 3.400 340.000.000 60.000.000
September 100.000 2.800 280.000.000 100.000 3.400 340.000.000 60.000.000
Oktober 100.000 2.800 280.000.000 100.000 3.400 340.000.000 60.000.000
Nopember 100.000 2.800 280.000.000 100.000 3.400 340.000.000 60.000.000
Desember 100.000 2.800 280.000.000 100.000 3.400 340.000.000 60.000.000

1.000.000 2.800.000.000 1.000.000 3.400.000.000 600.000.000

Grafik 2

Hitungan Biaya Dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2019
Kegiatan Usaha Budidaya Jagung Kabupaten Pandeglang
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erjasama Batching Plant

a. Dalam hal kerjasama Batching Plant,

PD PBM akan

mendapatkan komisi saham Batching Plant sebagai Komisi

Jasa Fasilitator perizinan dalam rangka holding dengan PT

Beton Indonesia untuk pekerjaan proyek konstruksi.

b. Dalam hal ini BUMD akan menanamkan saham sebesar Rp.

200.000.000,-

Berikut adalah proyeksi pendapatan tahun 2019 dari

kegiatan usaha Kerjasama Batching Plant, sbb:

Tabel 5
Hitungan Biaya dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2019
Kegiatan Usaha Kerjasama Batching Plant Pandeglang

Bulan Pendapatan Biaya Laba

Januari 8.000.000 8.000.000
Pebruari 10.000.000 10.000.000
Maret 13.000.000 13.000.000
April 16.000.000 16.000.000
Mei 19.000.000 19.000.000
Juni 22.000.000 22.000.000
Juli 25.000.000 25.000.000
Agustus 28.000.000 28.000.000
September 31.000.000 31.000.000
Oktober 34.000.000 34.000.000
Nopember 37.000.000 37.000.000
Desember 40.000.000 40.000.000

283.000.000 283.000.000

5. Kerjasama keagenan dengan Jamkrida dan Jamkrindo

a. Kerjasama

ini

akan menghasilkan pendapatan berupa

komisi keagenan dari penerbitan penjaminan barang dan

jasa

yang

bekerjasama

JAMKRINDO.

dengan

JAMKRIDA dan

b. Setiap Jasa penerbitan, BUMD akan mendapat komisi

sebesar 15% dari nilai jasa pembuatan penjaminan.

c. Jasa Penjaminan dimaksud diantaranya: Uang Muka,
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Penawaran, Pelaksanaan Kerja dan Pemeliharaan.
Berikut adalah proyeksi pendapatan tahun 2019 dari
kegiatan usaha Kerjasama dengan Jamkrida dan Jamkrindo,

sbb:

Tabel 6

Hitungan Biaya dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2019
Kegiatan Usaha Kerjasama dengan Jamkridan dan

Jamkrindo Kabupaten Pandeglang

Bulan Nila Jasa 15% Laba

Januar 75.000.000 11.250.000 11.250.000
Pebruari 85.000.000 12.750.000 12.750.000
Maret 95.000.000 14.250.000 14.250.000
April 105.000.000 15.750.000 15.750.000
Mei 115.000.000 17.250.000 17.250.000
Juni 125.000.000 18.750.000 18.750.000
Jul 135.000.000 20.250.000 20.250.000
Agustus 145.000.000 21.750.000 21.750.000
September 155.000.000 23.250.000 23.250.000
Oktober 165.000.000 24.750.000 24.750.000
Nopember 175.000.000 26.250.000 26.250.000
Desember 185.000.000 27.750.000 27.750.000

825.000.000 123.750.000 123.750.000

6. Pengelolaan perparkiran

a. Jasa parkir kendaraan merupakan salah satu jenis usaha
yang dapat memberikan kontribusi cukup besar dari segi
pendapatan per harinya. PD PBM bermaksud untuk dapat
mengelola jasa parkir kendaraan.

b. Diawali dengan RSUD Pandeglang dan beberapa instansi
atau lahan aset milik daerah.

Berikut adalah hitungan biaya dan proyeksi pendapatan
tahun 2019 dari kegiatan usaha Pengelolaan Perparkiran,

sebagai berikut:
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Tabel 7

Hitungan Biaya Dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2019 Dari
Kegiatan Usaha Pengelolaan Perparkiran
Kabupaten Pandeglang

Bulan Biaya Pendapatan Laba
Januari 4.500.000 32.400.000 27.900.000
Pebruari 4.500.000 32.400.000 27.900.000
Maret 4.500.000 32.400.000 27.900.000
April 4.500.000 32.400.000 27.900.000
Mei 4.500.000 32.400.000 27.900.000
Juni 4.500.000 32.400.000 27.900.000
Juli 4.500.000 32.400.000 27.900.000
Agustus 4.500.000 32.400.000 27.900.000
September 4.500.000 32.400.000 27.900.000
Oktober 4.500.000 32.400.000 27.900.000
Nopember 4.500.000 32.400.000 27.900.000
Desember 4.500.000 32.400.000 27.900.000

TOTAL Rp 18.000.000 | Rp 129.600.000 | Rp 111.600.000

7. Pengelolaan kawasan kuliner malam di alun-alun Pandeglang:

a. Wisata kuliner saat ini sudah menjadi salah satu sumber

pendapatan daerah yang sedang digemari.

b. Dengan berlomba menyediakan tempat yang cozy dan

instagramable akan menjadi

mendatangkan banyak pengunjung.

c. Pusat kuliner ini mulai dibuka dari pukul 18.30-00.30 WIB.

daya tarik utama untuk

d. Kegiatan usaha ini merupakan lanjutan dari rencana kerja

kami di tahun 2018.

Berikut adalah hitungan biaya dan proyeksi pendapatan

tahun 2019 dari kegiatan usaha Pengelolaan kawasan kuliner

malam di alun-alun Pandeglang, sbb:

Tabel 8

Hitungan Biaya dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2019
Kegiatan Usaha Pengelolaan kawasan kuliner malam di
alun-alun Kabupaten Pandeglang

Bulan Biaya Pendapatan Laba

Januari 4.,000.000 32.050.000 28.050.000
Pebruari 4.000.000 32.050.000 28.050.000
Maret 4,000.000 32.050.000 28.050.000
April 4.000.000 32.050.000 28.050.000
Mei 4.,000.000 32.050.000 28.050.000
Juni 4.000.000 32.050.000 28.050.000
Juli 4,000.000 32.050.000 28.050.000
Agustus 4.000.000 32.050.000 28.050.000
September 4.,000.000 32.050.000 28.050.000
Oktober 4.000.000 32.050.000 28.050.000
Nopember 4,000.000 32.050.000 28.050.000
Desember 4.000.000 32.050.000 28.050.000

TOTAL Rp 16.000.000 | Rp 128.200.000 | Rp 112.200.000
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8. Menghimpun dana dari beberapa investor (cth: PT Sumpit Mas
dan PT PUI)
a. PT Sumpit Mas
b. PT PUI
c. PT Bangun Beton Indonesia

9. Tindak lanjut kerjasama dengan BUMDes
a. E-PBB
b. PPOB
c. Pembelian hasil pertanian

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan
yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk
mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan
hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang
akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian
hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis
menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi
atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan
perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu,
antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang
tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih
rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah,
peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau
peraturannya memang sama sekali belum ada.34

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang
tentang Pembentukan Perseroan Daerah Pandeglang Berkah
Maju berpedoman pada Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten
Pandeglang, antara lain adalah Peraturan Daerah Kabupaten
Pandeglang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pembentukan
Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju.

Beberapa pasal yang memiliki korelasi dengan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Perseroan

Daerah Pandeglang Berkah Maju adalah sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Bentuk Badan Usaha

% 1bid.
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Milik Daerah bernama Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah

Maju atau disingkat dengan PD. PBM.

Pasal 3
Logo PD. PBM ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas
persetujuan DPRD.

Pasal 4

(1) PD. PBM berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota
kabupaten atau ditetapkan lain oleh Bupati dalam keadaan
darurat seperti bencana alam, gempa, banjir, perang dan
tsunami.

(2) Dalam rangka pengembangan usaha, PD. PBM dapat
membuka Kantor Cabang dan mendirikan anak perusahaan
atau perwakilan di tempat lain dalam wilayah Republik

Indonesia dengan persetujuan Bupati dan DPRD.

Pasal 5
Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang
bersifat:
a. Memberi jasa;
b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum; dan

c. Memupuk pendapatan.

Pasal 6
PD. PBM didirikan dengan maksud untuk menggali potensi
ekonomi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah,
menciptakan iklim ekonomi yang kondusif serta menjadi

penggerak ekonomi daerah.

Pasal 7
PD. PBM didirikan dengan tujuan untuk turut serta
melaksanakan pembangunan ekonomi Daerah khususnya dan
pembangunan ekonomi nasional umumnya serta penunjang
Pendapatan Asli Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan

rakyat untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur.
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Pasal 8
PD. PBM melakukan kegiatan usaha dalam bidang antara lain:
a. Bidang Usaha Pekerjaan Umum;
b. Bidang Usaha Pertambangan, Energi, Mineral dan Migas;
dan

c. Bidang Usaha Perdagangan umum dan jasa.

Pasal 9
(1) Modal PD. PBM dimiliki seluruhnya oleh Pemerintah Daerah
yang berasal dari APBD berupa kekayaan daerah yang
dipisahkan.
(2) Modal PD. PBM dapat ditambah dari :
a. Penyisihan sebagai cadangan umum;
b. Penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan

c. Pinjaman modal atau hibah dari pihak lain.

Pasal 11
Pengurus PD. PBM terdiri dari :
a. Direksi;
b. Dewan Pengawas; dan
c. Kepala-kepala Divisi.
Pasal 22

(1) Pegawai PD. PBM diangkat dan diberhentikan oleh Direksi
berdasarkan Peraturan Direksi setelah memperhatikan
pendapat Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.

(2) Pengadaan Pegawai dilakukan hanya untuk mengisi formasi
pegawai yang telah ditetapkan.

(3) Hak dan kewajiban Pegawai PD. PBM diatur oleh Direksi
setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan
persetujuan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dengan memperhatikan kemampuan PD. PBM.

(4) Kedudukan hukum pegawai di lingkungan PD. PBM, diatur
dengan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi
setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas sesuai

dengan ketentuan yang berlaku atas persetujuan Bupati.
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BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN,
DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan
ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pandeglang yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum
menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan jangkauan
dan arah pengaturan. Arah pengaturan tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatas Raperda
Kabupaten Pandeglang. Arah pengaturan pada akhirnya akan
mendasari materi muatan dari Raperda ini.

Penggunaan istilah "materi muatan” diperkenalkan oleh Abdul
Hamid Saleh Attamimi sebagai pengganti kata Belanda “het
onderwerp” dalam ungkapan Thorbecke "het eigenaardig onderwerp
der wet’, diterjemahkan dengan ”materi muatan yang khas dari
undang-undang”, yakni materi pengaturan yang khas yang hanya
dan semata-mata dimuat dalam undang-undang dan oleh karena itu
menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka materi muatan
peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai materi
pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dimuat dalam
jenis peraturan perundang-undangan tertentu, yang tidak menjadi
materi muatan jenis peraturan perundang-undangan lainnya.
Khususnya, mengenai materi muatan Perkada, maka berarti materi
pengaturan yang khas yang dimuat dalam Perkada, yang
tidak dimuat baik dalam peraturan perundang-undangan daerah
lainnya maupun peraturan perundang-undangan pusat.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang mengenai
penyesuaian Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju Menjadi
Pembentukan Perseroan Daerah Pandeglang Berkah Maju ini memuat

batang tubuh sebagai berikut :
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A. Ketentuan Umum

Memuat batasan atau definisi yang terkait dengan
Pembentukan Perseroan Daerah Pandeglang Berkah Maju. Yang
akan termuat dalam Bab I Pasal 1 Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pandeglang tentang Pembentukan Perseroan Daerah
Pandeglang Berkah Maju. Batasan atau definisi yang termuat
adalah mengenai daerah, pemerintahan daerah, DPRD,

pemerintah daerah, bupati, dan lain-lain.

. Materi Pokok Yang Diatur
Memuat hal-hal penting dan substansi yang harus diatur

terkait Pembentukan Perseroan Daerah Pandeglang Berkah Maju

yang akan termuat dalam Bab II sampai dengan Bab XVII

raperda. Raperda Kabupaten Pandeglang tentang Pembentukan

Perseroan Daerah Pandeglang Berkah Maju antara lain:

BAB II Nama Dan Tempat Kedudukan

BABIII  Maksud dan Tujuan

BAB IV  Kegiatan Usaha

BABV Jangka Waktu Berdiri

BAB VI  Modal

BAB VII Organ Pegawai

BAB VIII Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, Dan Komite
Lainnya

BAB IX  Perencanaan, Operasional dan Pelaporan

BAB X Penyusunan Anggaran Bisnis dan Rencana Kerja dan
Anggaran

BAB XI  Mekanisme Penyampaian Bisnis Dan Rencana Kerja
dan Anggaran

BAB XII Perubahan Rencana Bisnis Dan/Atau Rencana Kerja
Dan Anggaran

BAB XIII Penggunaan Laba

BAB XIV Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

BAB XV  Kepailitan
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C. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup dalam raperda ini akan dimuat dalam

raperda yang klausulnya berbunyi sebagai berikut:

1.

Peraturan pelaksana yang sudah ada sebelum Peraturan
Daerah ini diundangkan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan daerah ini dan/atau masih
belum dibentuk peraturan pelaksana yang baru.

Peraturan pelaksana dari peraturan daerah harus dibentuk
paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan
daerah ini.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang
Pembentukan Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju.
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor
9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Pandeglang.
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BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Pembentukan Perseroan

Daerah Pandeglang Berkah Maju adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju

menjadi Pembentukan Perseroan Daerah Pandeglang Berkah
maju merupakan implikasi dari Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD).

. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pembentukan Perseroan Daerah Pandeglang Berkah Maju ini
akan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perusahaan
Daerah Pandeglang Berkah Maju yang sudah tidak sesuai lagi
dengan peraturan Perundang-undangan, sehingga akan
membawa dampak secara langsung kepada Perusahaan
Daerah Pandeglang Berkah Maju yang ada di Kabupaten
Pandeglang.

B. Saran

Saran dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Pembentukan Perseroan

Daerah Pandeglang Berkah Maju adalah sebagai berikut :

1.

Diperlukan koordinasi dan kerjasama dari seluruh pihak
terkait agar Raperda ini dapat segera disahkan karena telah
melebihi batas waktu penyesuaian berdasarkan UU Nomor 23
Tahun 2014 yaitu 3 (tiga) tahun sedangkan sekarang sudah 7
(Tujuh) tahun sejak UU Nomor 23 Tahun 2014 disahkan.

Setelah Raperda ini disahkan mgrafenjadi Perda perlu segera

dibentuk peraturan pelaksanaannya.
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LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR .... TAHUN ............
TENTANG

PEMBENTUKAN PERSEROAN DAERAH

PANDEGLANG BERKAH MAJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat :

—_

BUPATI PANDEGLANG,

Bahwa BUMD yang telah ada harus menyesuaikan
dengan ketentuan Undang-Undang sebagaimana
Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan
Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju
sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sehingga perlu dicabut;
bahwa Kabupaten Pandeglang memiliki sumber
daya alam pertambangan, energi, mineral dan
migas, usaha pekerjaan umum serta usaha
perdagangan umum dan jasa yang berpotensi
untuk dikelola dan dimanfaatkan guna menunjang
pembangunan daerah yang berkelanjutan dalam
rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
bahwa dalam rangka menggali dan
mengintensifkan sumber-sumber penerimaan
pendapatan daerah dan merangsang potensi
ekonomi masyarakat perlu didirikan Badan Usaha
Milik Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, b, ¢ dan d, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan
Daerah Pandeglang Berkah Maju;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587);
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. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5687);

. Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

. Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017

Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6173);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun

2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian
Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris
Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 700);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun

2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan
Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi
Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menetapkan :

KABUPATEN PANDEGLANG
Dan
BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN:

PEMBENTUKAN PERSEROAN DAERAH
PANDEGLANG BERKAH MAJU.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  yang
selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Pandeglang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya
disingkat BUMD adalah badan wusaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh Daerah.

Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat
Perseroda adalah Perseroan Daerah Pandeglang
Berkah Maju.

Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang
Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah
komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam
pembangunan ekonomi berkelanjutan guna
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan
yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri,
komunitas setempat, maupun masyarakat pada
umumnya.

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya
disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang
mempunyai wewenang yang tidak diberikan
kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam
batas yang ditentukan dalam undang-undang ini
dan/atau anggaran dasar.

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang
dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan
Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan serta
mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar
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pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran
dasar.

13. Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas
melakukan pengawasan secara umum dan/atau
khusus sesuai dengan anggaran dasar serta
memberi nasihat kepada Direksi.

14. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada
pemberi kerja berdasarkan peranjian kerja atau
kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak
tertulis.

15. Modal adalah modal dasar, modal ditempatkan,
dan modal disetor.

16. Penyertaan modal daerah adalah modal yang
ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan
modal disetor dalam rangka pendirian BUMD.

17. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau
disingkat APBD adalah adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan peraturan daerah ini dibentuk Badan
Usaha Milik Daerah bernama Perseroan Daerah
Pandeglang Berkah Maju atau disingkat dengan
Perseroda PBM.

(2) Perseroda PBM berkedudukan dan berkantor
Pusat di Ibukota Kabupaten Pandeglang.

(3) Perseroda PBM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat membentuk Kantor Cabang di Wilayah
Indonesia.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan
Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3
Perseroda didirikan dengan maksud untuk menggali
potensi ekonomi daerah sebagai sumber Pendapatan
Asli Daerah, menciptakan iklim ekonomi yang
kondusif serta menjadi penggerak ekonomi daerah.

Pasal 4
Perseroda didirikan dengan tujuan untuk turut serta
melaksanakan pembangunan ekonomi Daerah
khususnya dan pembangunan ekonomi nasional
umumnya serta penunjang Pendapatan Asli Daerah
dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat untuk
menuju masyarakat yang adil dan makmur.

69



BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Perseroda PBM melakukan kegiatan usaha dalam
bidang antara lain :
a. Bidang Usaha Pekerjaan Umum;
b. Bidang Usaha Pertambangan, Energi, Mineral dan

Migas;
c. Bidang Usaha Perdagangan umum dan jasa; dan
d. usaha lainnya yang sah.

Pasal 6
Perubahan bidang usaha dapat dilakukan melalui
RUPS

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7
Perseroda PBM berdiri sejak tahun 2010 sampai
dengan sekarang.

BAB VI
MODAL

Bagian kesatu
Besarnya Modal Dasar

Pasal 8

(1) Perseroda wajib memiliki modal dasar.

(2) Modal dasar Perseroda harus dituangkan dalam
anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian
Perseroda.

(3) Besaran modal dasar Perseroda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan
kesepakatan para pendiri Perseroda.

Bagian kedua
Sumber Modal

Pasal 9
(1) Sumber modal terdiri atas:
a. penyertaan modal Daerah;
b. pinjaman;
c. hibah; dan
d. sumber modal lainnya.
(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
a. APBD; dan/atau
b. konversi dari pinjaman.
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(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dapat bersumber dari:
a. Daerah;
b. BUMD lainnya; dan/atau
c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan Perundang-undangan.
(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c dapat bersumber dari:
a. Pemerintah Pusat;
b. Daerah;
c. BUMD lainnya; dan/atau
d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan Perundang-undangan.
(5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. kapitalisasi cadangan;
b. keuntungan revaluasi aset; dan
c. agio saham.

Pasal 10
Modal yang bersumber dari penyertaan modal Daerah
merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas
kerugian.

Bagian ketiga
Penyertaan Modal

Pasal 11

(1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka

penambahan modal dilakukan untuk:

a. pengembangan usaha;

b. penguatan struktur permodalan; dan
c. penugasan Pemerintah Daerah.

(2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan
modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis
investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya
rencana bisnis BUMD.

Bagian keempat
Pengurangan Modal Daerah

Pasal 12

(1) Pengurangan modal Daerah dapat dilakukan
sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham
di bawah 51% (lima puluh satu persen) oleh 1
(satu) Daerah.

(2) Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit
51% (lima puluh satu persen) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus
memperhatikan pengaturan modal dasar dan
modal disetor pada anggaran dasar.
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(3)

(4)

(1)

(1)

(2)

Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena
divestasi dan/atau dilusi.

Pengurangan kepemilikan saham karena divestasi
dan/atau dilusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) pada BUMD diprioritaskan untuk diambil alih
oleh Daerah lain dan/atau BUMD lainnya.

Pasal 13

Keputusan RUPS untuk pengurangan modal
Perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan
memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum
dan jumlah suara setuju untuk perubahan
anggaran dasar sesuai ketentuan dalam undang-
undang ini dan/atau anggaran dasar.

Direksi  wajib  memberitahukan  keputusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1
(satu) atau lebih surat kabar dalam jangka waktu
paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal keputusan RUPS.

BAB VII
ORGAN DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Organ

Paragraf 1
Umum

Pasal 14
Kepengurusan Perseroda PBM dilakukan oleh
organ Perseroda PBM.
Organ Perseroda PBM sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:

a. RUPS;
b. Komisaris; dan
c. Direksi.
Paragraf 2
RUPS
Pasal 15

Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang
saham perusahaan perseroan Daerah di dalam
RUPS.

Kepala Daerah dapat memberikan kuasa berupa
hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3).
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Pasal 16

Kepala Daerah tidak bertanggung jawab atas kerugian

perusahaan perseroan Daerah apabila dapat

membuktikan:

a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik
langsung maupun tidak langsung;

b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum
yang dilakukan oleh perusahaan perseroan
Daerah; dan/atau

c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak
langsung menggunakan kekayaan perusahaan
perseroan daerah secara melawan hukum.

Paragraf 2
Komisaris

Pasal 17

(1) anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur
independen dan wunsur lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat
dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak
bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 18
Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pasal 19

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris

yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai

berikut:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan,
pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan
dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan
mengembangkan perusahaan Perseroan;

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan
Daerah;

d. memahami manajemen perusahaan perseroan
yang berkaitan dengan salah satu fungsi
manajemen;

e. menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugasnya;

f. Dberijazah paling rendah Strata I (S-1);

g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada
saat mendaftar pertama kali;

h. tidak pernah dinyatakan pailit;

i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan

Pengawas, atau Komisaris yang dinyatalan
bersalah menyebabkan badan usaha yang
dipimpin dinyatakan pailit;

73



o

(2)

(1)

(3)

(9)

tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

tidak sedang menjadi pengurus partai politik,
calon kepala daerah atau calon wakil kepala
daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 20
Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan
melalui seleksi.
Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya  meliputi tahapan  uji
kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim
atau lembaga profesional.

Pasal 21
Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus
seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum
diangkat sebagai anggota Komisaris.
Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan
waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi,
kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada
saat pendirian.
Ketentuan  mengenai seleksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi
pengangkatan kembali anggota Komisaris yang
dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik
selama masa jabatannya.
Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali,
anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak
kinerja.
Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditakukan sebelum
pengangkatan kembali sebagai anggota anggota
Komisaris.

Pasal 22

(1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
(2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama

(3)

(4)

dengan jumlah Direksi.

Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1
(satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota
Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
Penentuan jumlah anggota Komisaris
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan
efektivitas keputusan, pengawasan, dan
pembiayaan bagi kepentingan Perseroda PBM.

74



Pasal 23
Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan
paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 24
(1) Komisaris bertugas:
a. melakukan pengawasan terhadap Perseroda
PBM; dan
b. mengawasi dan memberi nasihat kepada
Direksi dalam menjalankan pengurusan
Perseroda PBM.
(2) Komisaris wajib:
a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS;
dan
b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 25
Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 26

(1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir
karena masa jabatannya berakhir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, anggota
Komisaris wajib menyampaikan laporan
pengawasan tugas akhir masa jabatan paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa
jabatannya.

(2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas
pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat
1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
dasar pertimbangan oleh RUPS untuk
memperpanjang atau memberhentikan anggota
Komisaris.

(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan
anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya
dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan
tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan
publik kepada RUPS tahunan.

(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh
anggota Komisaris, pelaksanaan tugas
pengawasan Perseroda PBM dilaksanakan oleh
RUPS.
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(1)

Pasal 27
Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir
karena diberhentikan sewaktu-waktu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c,
pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan
pemberhentian.

Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila

berdasarkan data dan informasi yang dapat
dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang
bersangkutan:

a. tidak dapat melaksanakan tugas;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan/atau  ketentuan
anggaran dasar;

c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang
mengakibatkan kerugian pada Perseroda PBM;

d. dinyatakan bersalah dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;

e. mengundurkan diri;

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai
anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan/atau

g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan
kebijakan Pemerintah Daerah seperti
Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan
pembubaran Perseroda.

Pasal 28

Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

(1)
(2)

(1)

Pasal 29
Anggota Komisaris dilarang memangku lebih dari
2 (dua) jabatan anggota Komisaris.
Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa
diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai
anggota Komisaris.
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling
lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang
bersangkutan diangkat memangku jabatan baru
sebagai anggota Komisaris, semua jabatan yang
bersangkutan sebagai anggota Komisaris
dinyatakan berakhir.

Pasal 30
Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan
rangkap sebagai:
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(2)

(2)

(1)

(2)

a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik
Daerah, badan usaha milik negara, dan/atau
badan usaha milik swasta;

b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan / atau

c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik
kepentingan.

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa
diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai
anggota Komisaris.
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling
lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang
bersangkutan diangkat memangku jabatan baru
sebagai anggota Komisaris, jabatan yang
bersangkutan sebagai anggota Komisaris
dinyatakan berakhir.

Pasal 31
Anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan
tanggung jawab menjalankan tugas untuk
kepentingan Perseroda PBM.
Setiap anggota Komisaris bertanggung jawab
penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan
bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Pasal 32
penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh
RUPS.
Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
a. honorarium;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 33
Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris
yang dibiayai oleh Perseroda PBM.
Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan
tugas Komisaris.

Pasal 34

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
tugas anggota Komisaris dibebankan kepada
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Perseroda PBM dan dimuat dalam rencana kerja dan
anggaran Perseroda PBM.

(1) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat
Komisaris.

(2) Dalam keadaan tertentu, Komisaris dapat pula
diambil di luar rapat Komisaris sepanjang seluruh
anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi
yang diputuskan.

(3) Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat
yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan,
termasuk apabila terdapat pernyataan
ketidaksetujuan anggota Komisaris.

Paragraf 2
Direksi

Pasal 35
Direksi melakukan pengurusan terhadap Perseroda
PBM.

Pasal 36
Direksi diangkat oleh RUPS.

Pasal 37

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang

bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai

berikut:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan,
pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan
dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan
mengembangkan Perseroda PBM,;

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan
Daerah;

d. memahami manajemen Perseroda PBM;

e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang
usaha perusahaan perseroan;

f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

g. pengalaman kerja minimal S (lima) tahun di bidang
manajerial perusahaan berbadan hukum dan
pernah memimpin tim;

h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun
dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada
saat mendaftar pertama kali;

i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan
Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan
bersalah menyebabkan badan usaha yang
dipimpin dinyatakan pailit;
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j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
pidana yang merugikan keuangan negara atau
keuangan daerah;

k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

tidak sedang menjadi pengurLls partai politik,

calon kepala daerah atau calon wakil kepala

daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

—_

Pasal 38

(1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan
melalui seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji
kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim
atau lembaga profesional.

Pasal 39

(1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan Ilulus
seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum
diangkat sebagai anggota Direksi.

(2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 tidak berlaku bagi
pengangkatan kembali anggota Direksi yang
dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik
selama masa jabatannya.

(3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali,
anggota Direksi wajib menandatangani kontrak
kinerja.

(4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum
pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 40

(1) Jumlah anggota Direksi untuk Perseroda PBM
ditetapkan oleh RUPS.

(2) Jumlah  anggota  Direksi  Perseroda PBM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak S (lima)
orang.

(3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan
asas efisiensi dan efektifitas pengurusan
Perseroda PBM.

(4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 41
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Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling
lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali
untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian
khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat
diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 42
Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi
Perseroda PBM ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 43
Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota
Direksi:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 44

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir
karena masa jabatannya berakhir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, anggota
Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan
tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga)
bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas
pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat
1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir
masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan
rekomendasi atas kinerja Direksi kepada
pemegang saham.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar
pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau
memberhentikan anggota Direksi.

(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan
anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya
dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan
tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan
publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.
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(1)

Pasal 45
Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir
karena diberhentikan sewaktu-waktu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c,
pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan
pemberhentian.

Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila

berdasarkan data dan informasi yang dapat
dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang
bersangkutan:

a. tidak dapat melaksanakan tugas;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan
Perundang-undangan dan/atau  ketentuan
anggaran dasar;

c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang
mengakibatkan kerugian pada Perumdam,
negara, dan/atau Daerah;

d. dinyatakan bersalah dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;

e. mengundurkan diri;

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai
anggota Direksi sesuai dengan ketentuan
peraturan Perundang-undangan; dan/atau

g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan
kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal
restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan
pembubaran Perseroda PBM.

Pasal 46

Direksi diberhentikan oleh RUPS

(1)

(3)

Pasal 47

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan

rangkap sebagai:

a. anggota Direksi pada badan usaha milik daerah
lain, badan usaha milik negara, dan badan
usaha milik swasta;

b.jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan Perundang-undangan; dan/atau

c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik
kepentingan.

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa

diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai
anggota Direksi.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling

lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang
bersangkutan diangkat memangku jabatan baru
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(1)

(2)

(1)
(2)

(1)

sebagai anggota Direksi, jabatan yang
bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan
berakhir.

Pasal 48

Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan
tanggung jawab menjalankan tugas untuk
kepentingan dan usaha Perseroda PBM.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh
secara pribadi apabila yang bersangkutan
bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Pasal 49
Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.
Penghasilan  anggota  Direksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
a. gaji;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 50
Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat
Direksi.
Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat
diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh
anggota Direksi setuju tentang cara dan materi
yang diputuskan.
Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat
yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan,
termasuk apabila terdapat pernyataan
ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 51

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh
anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan
Perseroda PBM dilaksanakan oleh Komisaris.
Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal
Perseroda PBM untuk membantu pelaksanaan
tugas Direksi sampai dengan pengangkatan
Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh
anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris,
pengurusan dilaksanakan oleh RUPS.

RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal
Perseroda PBM untuk membantu pelaksanaan
tugas pengurusan Perseroda PBM sampai dengan
pengangkatan anggota Komisaris dan anggota
Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
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Bagian Kedua
Pegawai

Pasal 52
Pegawai merupakan pekerja yang pengangkatan,
pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya
ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai
dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan
yang mengatur mengenai ketenagakerjaan

Pasal 53

(1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan
layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung
jawab, dan kinerja.

(2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai
dengan rencana kerja dan anggaran.

(3) Penghasilan pegawai paling banyak terdiri atas:
a. gaji;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan
pegawai diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54
Perseroda PBM wajib mengikutsertakan pegawai pada
program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan
jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan Perundang-undangan.

Pasal 55
Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawali,
Perseroda PBM melaksanakan program peningkatan
kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 56
Pegawai dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VIII
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN
KOMITE LAINNYA

Pasal 57

(1) Satuan pengawas intern merupakan aparat
pengawas intern perseroan.

(2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang
bertanggung jawab kepada direktur utama.

(3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
setelah mendapatkan pertimbangan dari
Komisaris
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Pasal 58

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

a.

(1)

(2)

membantu direktur utama dalam melaksanakan
pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai
pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya
pada Perseroda PBM, dan memberikan saran
perbaikan;

memberikan keterangan tentang hasil
pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan
pengawas intern sebagaimana dimaksud pada
huruf a kepada direktur utama; dan

memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan
yang telah dilaporkan.

Pasal 59
Satuan pengawas intern memberikan laporan atas
hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama
dengan tembusan kepada Komisaris.
Satuan pengawas intern dapat memberikan
keterangan secara langsung kepada Komisaris
atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

Pasal 60

Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan
satuan pengawas intern kepada seluruh anggota
direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam
rapat direksi.

Direksi wajib memperhatikan dan segera
mengambil langkah yang diperlukan atas segala
sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan
hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan
pengawas intern.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 61
Komisaris membentuk komite audit dan komite
lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi
membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas
pengawasan.
Komite audit dan komite lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur
independen dipimpin oleh seorang anggota
Komisaris.
Komite audit dan komite lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan
tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan
pengawas intern.
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Pasal 62

Komite audit mempunyai tugas:

a.

membantu Komisaris dalam memastikan
efektivitas sistem pengendalian intern dan
efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit
yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern
maupun auditor eksternal;

memberikan rekomendasi mengenai
penyempurnaan sistem pengendalian manajemen
serta pelaksanaannya;

memastikan telah terdapat prosedur reviu yang
memuaskan terhadap segala informasi yang
dikeluarkan Perseroda PBM;

melakukan identifikasi terhadap hal yang
memerlukan perhatian Komisaris; dan
melaksanakan tugas lain yang terkait dengan
pengawasan yang diberikan oleh Komisaris.

Pasal 63

Dalam hal keuangan tidak mampu membiayai
pelaksanaan tugas komite audit dan komite
lainnya, maka dapat tidak membentuk komite
audit dan komite lainnya.

Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite
lainya dengan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan
komite lainnya dilaksanakan oleh satuan
pengawas intern.

BAB IX

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

(1)

(2)

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Bisnis BUMD

Pasal 64
Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang
hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun.
Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat:
. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
. kondisi Perseroda saat ini;
asumsi yang dipakai dalam penyusunan
rencana bisnis; dan
. penetapan  visi, misi, sasaran, strategi,

kebijakan, dan program kerja.

oo

o
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(3)

(4)

(9)

(6)

(1)

(2)

(4)

(1)
(2)

(4)

Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis
kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
Rencana bisnis yang telah ditandatangani
bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS
untuk mendapatkan pengesahan.

Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) disampaikan kepada Bupati.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran BUMD

Pasal 65
Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan
anggaran yang merupakan penjabaran tahunan
dari rencana bisnis.
Rencana kerja dan anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
rencana rinci program kerja dan anggaran
tahunan.
Direksi menyampaikan rencana kerja dan
anggaran kepada Komisaris paling lambat pada
akhir bulan November untuk ditandatangani
bersama.
Rencana kerja dan anggaran yang telah
ditandatangani bersama Komisaris disampaikan
kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Operasional

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 67
Operasional dilaksanakan berdasarkan standar
operasional prosedur.
Standar operasional prosedur disusun oleh
Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
Standar operasional prosedur harus memenuhi
unsur perbaikan secara berkesinambungan.
Standar operasional prosedur sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat
aspek:
. organ;
. organisasi dan kepegawaian;
keuangan,;
. pelayanan pelanggan;
resiko bisnis;
pengadaan barang dan jasa;
pengelolaan barang;

RO 0T
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(5)

(6)

(1)

(4)

(5)

h. pemasaran; dan

i. pengawasan.

Standar operasional prosedur sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi
paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian.
Standar operasional prosedur sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada
Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 68

Pengurusan dilaksanakan sesuai dengan Tata

Kelola Perusahaan Yang Baik.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:

a. transparansi;

b. akuntabilitas;

c. pertanggungjawaban;

d. kemandirian; dan

e. kewajaran.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan

untuk:

a. mencapai tujuan;

b. mengoptimalkan nilai agar perusahaan memiliki
daya saing yang kuat, baik secara nasional
maupun internasional;

c. mendorong pengelolaan secara profesional,
efisien, dan efektif, serta memberdayakan
fungsi dan meningkatkan kemandirian organ;

d. mendorong agar organ dalam membuat
keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi
nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan, serta
kesadaran tanggung jawab sosial terhadap
pemangku kepentingan maupun kelestarian
lingkungan di sekitar;

e. meningkatkan kontribusi dalam perekonomian
nasional; dan

f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi
perkembangan investasi nasional.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan

oleh Direksi.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah

didirikan.

Paragraf 3
Kerjasama
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(1)
(2)

(3)

Pasal 69
Perseroda dapat melakukan kerjasama dengan
pihak lain.
Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus saling menguntungkan dan melindungi
kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas,
dan pihak yang bekerja sama.
Pelaksanaan kerjasama Perseroda dengan pihak
lain merupakan kewenangan Direksi sesuai
dengan mekanisme internal perusahaan.

(4) Dalam hal kerjasama berupa pendayagunaan aset

(5)

(6)

(1)

tetap yang dimiliki Perseroda, kerja sama

dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.

Dalam hal kerjasama sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan

yang berasal dari penyertaan modal Daerah

dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10

(sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar

biasa.

Kerjasama dengan pihak lain berupa

pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:

a. disetujui oleh RUPS luar biasa;

b. laporan keuangan Perseroda 3 (tiga) tahun
terakhir dalam keadaan sehat;

c. tidak boleh melakukan penyertaan modal
berupa tanah dari Perseroda yang berasal dari
penyertaan modal Daerah; dan

d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis
utama.

Perseroda memprioritaskan kerjasama dengan

BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam

rangka mendukung kerjasama daerah.

Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan

kepada Perseroda untuk melaksanakan
kerjasama.
Paragraf 4
Pinjaman
Pasal 70

Perseroda dapat melakukan pinjaman dari
lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam
negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perseroda
yang berasal dari hasil usaha Perseroda dapat
dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
Dalam hal Perseroda melakukan pinjaman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
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(5)

(6)

(4)

(5)

(6)

Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan
jaminan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Komisaris

Pasal 71
Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan
dan laporan tahunan.
Laporan  triwulan dan laporan  tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang
disampaikan kepada RUPS.
Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari kerja setelah tahun buku Perseroda
ditutup.
Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) disahkan oleh RUPS.
Dalam hal terdapat Komisaris tidak
menandatangani laporan tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan
alasannya secara tertulis.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 72
Laporan direksi terdiri dari laporan bulanan,
laporan triwulan dan laporan tahunan.
Laporan bulanan dan Laporan  triwulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
laporan kegiatan operasional dan laporan
keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah
diaudit dan laporan manajemen yang
ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
Laporan triwulanan dan Laporan tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
disampaikan kepada RUPS.
Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
Direksi mempublikasikan laporan tahunan
kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas)



hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.

(7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak
menandatangani laporan tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan
alasannya secara tertulis.

(8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

Paragraf 3
Laporan Tahunan

Pasal 73
Laporan tahunan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB X
PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN RENCANA
KERJA DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 74

(1) Perseroda dapat menyusunan Rencana Bisnis dan
RKA yang dilakukan oleh Direksi.

(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bersama jajaran perusahaan wajib menyusun
Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka
waktu S5 (lima) tahun berdasarkan anggaran
dasar.

(3) Penyusunan Rencana  Bisnis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), memperhatikan aspirasi
para pemangku kepentingan dan disetujui
bersama oleh Komisaris dan disahkan oleh RUPS.

(4) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau
pengurangan modal dari Pemerintah Daerah,
Rencana Bisnis disesuaikan dengan Perda tentang
penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang
disusun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75
Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak
kinerja Direksi.

Pasal 76
(1) Direksi wajib menyusun RKA yang merupakan
penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
(2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan
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dan disetujui bersama oleh Komisaris dan
disahkan oleh RUPS.

(3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau
pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA
disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(4) RKA merupakan salah satu instrumen untuk
mengukur kinerja pengurus dan kinerja pegawai
yang berkenaan.

Bagian Kedua
Rencana Bisnis

Pasal 77
(1) Rencana Bisnis disusun untuk:
a. menunjukkan gambaran mengenai Dbisnis
kepada para pemangku kepentingan;
b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen
Perseroda dalam mengelola Perseroda;
c. menentukan strategi bisnis;
d. mengarahkan pengurus fokus pada tujuan
Perseroda;
e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
f. menarik investor dan kreditur.
(2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
a. asas perusahaan yang sehat;
b. prinsip kehati-hatian;
c. penerapan manajemen risiko; dan
d. faktor yang mempengaruhi operasional.

Pasal 78
Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
85, paling sedikit memuat:
a. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana
Bisnis; dan
b. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan,
dan program kerja

Pasal 79
Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
77, disusun sesuai kerangka Rencana Bisnis.

Bagian Ketiga
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 80
(1) RKA paling sedikit memuat rencana rinci program
kerja dan anggaran tahunan.
(2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disusun sesuai dengan kerangka RKA Perseroda.
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BAB XI
MEKANISME PENYAMPAIAN RENCANA BISNIS DAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Penyampaian Rancangan Rencana Bisnis

Pasal 81

(1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis
kepada Komisaris untuk disetujui paling lama 15
(lima belas) hari kerja sejak disampaikan.

(2) Komisaris dapat melakukan penelaahan dan
meminta Direksi menyempurnakan rancangan
Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam
kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris
tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis,
rancangan Rencana Bisnis dianggap telah
disetujui.

(4) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui
atau yang dianggap telah disetujui disampaikan
kepada RUPS, Otoritas Jasa Keuangan dan dapat
disampaikan kepada Kementerian
Teknis/Lembaga Nonkementerian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82
Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis
kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89
ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas)
hari kerja sejak diterima.

Pasal 83
(1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada
RUPS paling lambat pada akhir bulan November
sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
(2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Bagian Kedua
Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Badan
Usaha Milik Daerah

Pasal 84
(1) Direksi menyampaikan rancangan RKA BUMD
kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk
disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja
sejak disampaikan.
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(2)

(3)

Komisaris dapat melakukan penelaahan dan
meminta Direksi menyempurnakan rancangan
RKA sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu
15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris
tidak menyetujui rancangan RKA, rancangan RKA
dianggap telah disetujui.

Rancangan RKA yang telah disetujui atau yang
dianggap telah disetujui disampaikan kepada
RUPS, Otoritas Jasa Keuangan dan dapat
disampaikan kepada Kementerian
Teknis/Lembaga Nonkementerian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

(1) Penyampaian rancangan RKA kepada RUPS paling

(2)

(1)

lambat pada akhir bulan November sebelum
tahun RKA dimulai.

Tahun RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dimulai pada tanggal 1 Januari.

BAB XII
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN/ATAU
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Perubahan Rencana Bisnis

Pasal 86
Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat
dilakukan perubahan dalam hal:
a. terjadi perubahan Perda RPJMD mempengaruhi
kebijakan Perseroda;
b. terjadi perubahan pada faktor yang
mempengaruhi operasional Perseroda; dan/atau
c. terjadi  perubahan  peraturan perundang-
undangan yang terkait.
Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tidak menurunkan target sasaran, kecuali
disebabkan oleh bencana.
Dalam hal terdapat perubahan Perda RPJMD
terkait arah kebijakan dan isu strategi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
Rencana Bisnis diubah mengikuti Perda
perubahan RPJMD.
Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c,
dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak
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dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana
Bisnis.

Pasal 87
Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan
perubahan analisis investasi dan Perda tentang
penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis
yang dilakukan hanya pada program.

Pasal 88

(1) Mekanisme penyampaian rancangan Rencana
Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81
sampai dengan Pasal 83, berlaku secara mutatis
mutandis dengan rancangan perubahan Rencana
Bisnis.

(2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis
disesuaikan dengan waktu perubahan.

Bagian Kedua
Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran
Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 89
(1) Perubahan terhadap RKA yang telah disahkan
dapat dilakukan dalam hal:
a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
b. terjadi perubahan pada  faktor yang
mempengaruhi operasional BUMD; dan/atau
c. terjadi perubahan peraturan perundang-
undangan yang terkait.
(2) Dalam hal terdapat perubahan RKA, RKA dapat
direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB XIII
PENGGUNAAN LABA

Pasal 90

(1) Perseroda wajib menyisihkan jumlah tertentu dari
laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.

(2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
apabila Perseroda mempunyai saldo laba yang
positif.

(3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan
mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen)
dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

(4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang belum mencapai jumlah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan
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(1)

(3)

(1)

(2)

(4)

(6)

untuk menutup kerugian yang tidak dapat
dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 91
Penggunaan laba bersih termasuk penentuan
jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) diputuskan oleh
RUPS.
Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan
untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 90 ayat (1) dibagikan kepada pemegang
saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain
dalam RUPS.
Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hanya boleh dibagikan apabila Perseroda
mempunyai saldo laba yang positif.

Pasal 92
Perseroda dapat membagikan dividen interim
sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang
diatur dalam anggaran dasar Perseroda.
Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah
kekayaan bersih Perseroda tidak menjadi lebih
kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan
disetor ditambah cadangan wajib.
Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau
menyebabkan Perseroda tidak dapat memenuhi
kewajibannya pada kreditor atau mengganggu
kegiatan Perseroda.
Pembagian dividen interim ditetapkan
berdasarkan keputusan Direksi setelah
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris,
dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2)
dan ayat (3).
Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata
Perseroan menderita kerugian, dividen interim
yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh
pemegang saham kepada Perseroda.
Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab
secara tanggung renteng atas kerugian Perseroda,
dalam hal pemegang saham tidak dapat
mengembalikan dividen intern sebagaimana
dimaksud pada ayat (5).

Pasal 93
Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk
pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke
dalam cadangan khusus.
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(2) RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen
yang telah dimasukkan ke dalam cadangan
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh)
tahun akan menjadi hak Perseroda.

BAB XIV
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 94

(1) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
merupakan kewajiban yang dianggarkan dan
diperhitungkan sebagai biaya yang
pelaksanaannya dilakukan dengan
memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(2) Perseroda melaksanakan tanggung jawab sosial
dan lingkungan dengan cara menyisihkan
sebagian laba bersih.

(3) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial
dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan
usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

(4) Apabila Perseroda tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XV
KEPAILITAN

Pasal 95

(1) Perseroda dapat dinyatakan pailit sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan
kepada pengadilan agar dinyatakan pailit setelah
memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD,
untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.

(3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan
atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perseroda
tidak cukup untuk menutup kerugian akibat
kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi
bertanggung jawab secara tanggung renteng atas
kerugian dimaksud.

(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah
atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima)
tahun sebelum Perseroda dinyatakan pailit.
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(5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa
kepailitan bukan karena kesalahan atau
kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara
tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96
Peraturan pelaksana yang sudah dibentuk sebelum
ada peraturan daerah ini masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
daerah ini.

Pasal 97
Peraturan pelaksana dari peraturan daerah harus
dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak
diundangkannya peraturan daerah ini.

Pasal 98
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9
Tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahaan
Daerah Pandeglang Berkah Maju (Lembaran Daerah
Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 9) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pandeglang.

BOQB

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal
BUPATI PANDEGLANG,

ttd.
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Naskah Akademik Raperda Kabupaten Pandeglang tentang -
Pembentukan Perseroan Daerah Pandeglang Berkah Maju

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG,

ttd.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ....
NOMOR...



